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  Bravery will come when you through it 
 
         You never know what you got 'till it's gone 
    so it's better if you know it from now 
 
    Learn from yesterday, do the best today 
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ACARA PEMERIKSAAN PENYIDIKAN DALAM SIDANG PERADILAN 
PIDANA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Penulisan Hukum 
(Skripsi). 2007. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan berita acara pemeriksaan 
penyidikan dalam sidang peradilan pidana dan untuk mengetahui permasalahan yang 
berkaitan dengan berita acara penyidikan dalam sidang dan cara penyelesaiannya. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. 
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Lokasi 
penelitian di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta. Jenis data yang dipergunakan 
adalah data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data dan informasi yang 
berkaitan dengan penelitian ini diambil dari sumber data primer dan sumber data 
sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi 
dokumen. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model 
interaktif. 
Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa penyidikan yang dilakukan 
tentu diarahkan kepada pembuktian, sehingga tersangka dapat dituntut kemudian 
dipidana. Oleh karena itu dalam tahap penyelidikan dan penyidikan diharapkan bisa 
difungsikan secara maksimal. Sehingga hasil dari penyidikan yang dilakukan dapat 
digunakan dan berisi secara lengkap dan adanya cukup bukti untuk melanjutkan ke 
tingkat berikutnya. Berkas perkara dari penyidik digunakan sebagai dasar acuan bagi 
hakim untuk memulai memeriksa suatu perkara dalam persidangan. Selain itu pula, 
suatu berita acara penyidikan dapat dipergunakan untuk membantu menemukan 
bukti dipersidangan. Permasalahan yang menyangkut tentang berita acara 
pemeriksaan penyidikan dalam sidang peradilan pidana dan penyelesaiannya, yaitu 
meliputi keterangan saksi dalam sidang yang berbeda dengan berita acara 
penyidikan yang dibuat, penyelesaiannya dapat mengacu pada Pasal 163 KUHAP, 
untuk permasalahan saksi palsu dapat menjadi dasar yaitu Pasal 174 KUHAP, 
sedangkan permasalahan yang berikutnya tentang terdakwa mencabut keterangan 
yang diberikan didepan penyidik, dalam hal ini yang dapat dijadikan pedoman yaitu 
Pasal 189 KUHAP. Sehingga dengan demikian pada masa sekarang bidang 
penegakan hukum harus lebih memperhatikan manusia yang terlibat proses masalah 
hukum, bukan saja sebagai petugas ataupun korban, melainkan juga terhadap 
manusia yang sedang diadili. 
Implikasi teoritis penelitian ini adalah memberi masukan ilmu pengetahuan 
dalam ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan peranan berita acara 
penyidikan dalam sidang dan menambah referensi sebagai bahan acuan bagi 
penelitian yang akan datang. Implikasi praktisnya adalah hasil penelitian ini dapat 
dimanfaatkan oleh masyarakat yang berkaitan dengan peranan berita acara 
penyidikan dan permasalahannya dalam persidangan, termasuk aparat penegak 







A. Latar Belakang Masalah 
Kejahatan merupakan istilah yang dapat mencakup pengertian yang 
berhubungan dengan pola-pola perilaku manusia yang sangat beraneka ragam, mulai 
dari yang terselubung di belakang hal-hal yang nampak wajar hingga yang 
membahayakan. Selain itu kejahatan yang sesungguhnya terjadi melebihi apa yang 
diketahui polisi dibanding kejahatan yang dilakukan oleh kelompok penduduk 
tertentu yang nampaknya lebih dikenal oleh polisi karena mungkin polisi sudah 
sering menangani. Sistem peradilan pidana oleh karenanya merupakan sistem yang 
berbeda bila dibandingkan dengan sebagian besar sistem sosial lain karena 
menimbulkan keadaan yang tidak sejahtera bagi yang dikenai. Output yang bersifat 
langsung dapat berupa hukuman penjara, menimbulkan nestapa, pencabutan hak 
milik dan dibanyak negara bahkan dimasa kinipun masih diterapkan hukuman mati 
dan penyiksaan secara diam-diam (M. L. Hc. Hulsman, disadur oleh Soedjono 
Dirjosisworo, 1984:3). 
 
 Di samping masalah dan perjuangan untuk mendapatkan hukum pidana 
materiil, Indonesia telah berhasil mengundangkan Kitab Undang-undang Hukum 
Acara Pidana pada tanggal 31 Desember 1981 yang hingga kini masih memerlukan 
penyempurnaan dan pemantapan melalui undang-undang, peraturan pemerintah, 
surat edaran dan lain-lain yang mencerminkan masih adanya garapan untuk 
mendapatkan hukum acara yang utuh, mapan, dan berbobot. Selain itu tentunya saja 
masih ada lagi berbagai masalah dalam hukum pidana nasional, seperti tentang 
pemasyarakatan dan sebagainya. Dan untuk kesemuanya itu dapat disimpulkan 
bahwa kita membutuhkan bahan-bahan hukum sebagai masukan dalam upaya 
pembaharuan hukum pidana nasional karya bangsa sendiri yang tidak saja harus 






Betapa banyak didengar rintihan pengalaman masa lalu di bawah aturan 
HIR. Penangkapan yang berkepanjangan tanpa akhir. Ada yang bertahun-tahun 
mendekam dalam tahanan, tetapi orang dan berkasnya tidak pernah  kunjung sampai 
di sidang pengadilan atau berkas perkaranya sudah bertahun-tahun dilimpahkan ke 
pengadilan, namun perkaranya dibiarkan tanpa disidangkan, sedang terdakwanya 
dibiarkan dalam jeruji tembok tahanan. Sering juga dilakukan penangkapan atau 
penahanan tanpa surat perintah dan tanpa penjelasan kejahatan yang disangkakan 
atau didakwakan. Demikian berkelanjutan, sampai ada tersangka atau terdakwa yang 
tidak pernah disentuh proses pemeriksaan bertahun-tahun, yang mengakibatkan 
keputusasaan yang mematikan jiwa dan semangat kemanusiaan bagi orang dan 
keluarga yang mengalaminya (M. Yahya Harahap, 2002:3). 
 
Keberadaan Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat dinilai mengalami suatu 
kegagalan. Sebagai landasan hukum sistem peradilan pidana (criminal justice 
system) Indonesia, KUHAP gagal menjalankan fungsi primer hukum dan fungsi 
edukasi pendidikan kesadaran hukum. 
 
  Indikator kegagalan itu di antaranya terdapat ketidakseimbangan dalam 
pengaturan hak antara hak tersangka/terdakwa dan hak korban. Karena, sebagian 
besar pasal-pasal dari karya agung yang pernah dibangga-banggakan ini lebih 
berpihak kepada hak-hak tersangka/terdakwa. Akibatnya, sebagai subyek hukum, 
tersangka/terdakwa diberi kedudukan yang sederajat dengan penegak hukum. 
 
KUHAP telah memasuki usia 25 tahun. Seperti halnya manusia, semakin 
tua usia semakin banyak terungkap sisi lain kehidupan. Cobaan datang silih berganti, 
terkadang muncul di antara titik lemah dan keraguan manusia untuk bertindak. 
Begitu pula yang dialami KUHAP selama hampir seperempat abad menjadi payung 
hukum acara pidana di Indonesia. Sepanjang periode itu, satu persatu kelemahan 
KUHAP terus terungkap. Celakanya, yang memanfaatkan kelemahan itu adalah 
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mereka yang menyandang predikat aparat penegak hukum. Tengok saja cerita 
terakhir yang mencuat dari kasus Nurdin Halid. Mantan Dirut Inkud itu untuk 
sementara lolos dari jerat hukum. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara 
tidak dapat menerima dakwaan yang diajukan jaksa. Sebab, dakwaan itu dibuat 
berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) yang cacat hukum. Dunia hukum di 
Indonesia pun heboh. Ketua MA merasa harus memanggil majelis hakim. Polisi tak 
mau kalah, langsung meminta keterangan dari penyidik. Begitu pula halnya dengan 
Kejaksaan. Masalah ini hanya di anggap persoalan kecil, sekedar pelanggaran kode 
etik (www.hukumonline.com, 27 Februari 2007). 
 
Sebagaimana diketahui dengan berlakunya Kitab Undang-undang Hukam 
Acara Pidana yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang berusaha untuk 
menempatkan harkat dan martabat manusia di tempat yang semestinya dan juga 
ingin melaksanakan perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia. Singkatnya 
ingin mengubah wajah masyarakat Indonesia ini wajah yang penuh 
berperikemanusiaan sesuai dengan asas Pancasila yaitu Kemanusiaan yang Adil dan 
Beradab. Ini semuanya merupakan tujuan dari diundangkannya Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana. 
 
Dalam pelaksanaannya tentu tergantung dari semuanya sebagai warga 
negara dan penegak hukum, apakah benar-benar dapat melaksanakan tujuan prinsip-
prinsip dan asas-asas yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara 
Pidana, yang dihadapi adalah manusia, kita sendiri pun juga manusia. Dengan 
demikian, tentu dalam hal ini pendekatan-pendakatan secara manusiawi dan 
kemanusiaan. Hal-hal yang menyangkut masalah human interest itu pun juga harus 
kita perhatikan. Sebagai contoh saja salah satu prinsip yang baru di dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidananya, yaitu dengan dimasukkanya fungsi 
penyelidikan yang sesunguhnya tidak merupakan fungsi tersendiri, tidak merupakan 
suatu fungsi yang terpisah dengan penyidikan, tetapi malah merupakan suatu 




Sebagaimana diketahui pengertian penyelidikan adalah serangkaian 
tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga 
sebagai tindak pidana guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 angka 5 KUHAP). 
Ketentuan tersebut adalah untuk melindungi dan menjamin hak asasi manusia, 
sehingga tidak perlulah bagi aparat penegak hukum kalau tidak terpaksa 
mengadakan upaya paksa dan salah satu upaya paksa adalah penahanan. Apabila 
memang belum dapat dikumpulkan data yang menjurus pada suatu tindak pidana, 
maka penahanan sebagai salah satu bentuk upaya paksa itu, tidak perlu dilakukan; 
dan dilakukan dalam keadaan terpaksa saja. 
 
Hal-hal yang dikemukakan tersebut sesungguhnya memberikan suatu 
gambaran jiwa dari manusia. Apakah misalnya seorang polisi di dalam melakukan 
tugas pemeriksaan penyidikan itu perlu sampai membentak-bentak untuk 
mendapatkan pengakuan pada seseorang yang diperiksa. 
 
Ada teknik-teknik dan cara tertentu yang bisa dipelajari, yang di inginkan 
dalam usaha penegakan hukum ini, khususnya kepada para penegak hukum adalah 
untuk lebih meningkatkan kualitasnya, lebih meningkatkan bobot mutu dan 
kadarnya dengan cara teknik dan metode-metode tersendiri, sehingga bisa 
menghasilkan pengakuan dari seorang tersangka dengan pendekatan manusia 
dengan manusia. Pengakuan yang diberikan oleh tersangka kepada pemeriksa itu 
merupakan suatu pengakuan tanpa paksaan dan tanpa ancaman serta tanpa menakut-
nakuti. 
 
Jelas kualitas hidup yang diharapkan makin lama makin meningkat dan 
untuk penegak hukum tentunya kualitas kerjanya harus juga makin lama makin 
meningkat. Tentunya tidak ingin suatu pemeriksaan baik mulai penyidikan sampai 
penuntutan itu, segala sesuatu yang dihasilkannya adalah karena paksaan, sehingga 
  
5 
tidak mustahil terjadi setelah terdakwa diperiksa di muka persidangan, dia 
mengubah berita acaranya itu dengan suatu pengakuan, bahwa pada waktu diperiksa 
ia mengalami ancaman, ataupun paksaan. 
 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka penulis tertarik 
untuk mengadakan penelitian dengan judul: “ STUDI TENTANG PERANAN 
BERITA ACARA PEMERIKSAAN PENYIDIKAN DALAM SIDANG 
PERADILAN PIDANA”. 
 
A. Perumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, masalah yang akan 
dipecahkan dapat dirumuskan sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah peranan berita acara pemeriksaan penyidikan dalam sidang 
peradilan pidana ? 
2. Apa saja permasalahan yang berkaitan dengan berita acara pemeriksaan 
penyidikan dalam sidang peradilan pidana dan bagaimana penyelesaiannya ? 
 
B. Tujuan Penelitian 
  Menyadari bahwa setiap penelitian harus mempunyai tujuan tertentu, 
demikian pula penelitian ini juga mempunyai tujuan obyektif dan subyektif 
sebagai berikut : 
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui peranan Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dalam 
Sidang Peradilan Pidana. 
b. Untuk mengetahui permasalahan tentang Berita Acara Pemeriksaan 
Penyidikan dalam sidang Peradilan Pidana dan penyelesaiannya. 
 
2. Tujuan Subyektif 
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a. Untuk memperluas pengetahuan dan wawasan penulis di bidang hukum 
serta pemahaman aspek hukum dalam teori dan praktek dalam lapangan 
hukum Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dalam khususnya tentang 
peranan sidang peradilan pidana. 
b. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh agar 
dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan masyarakat 
pada umumnya. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1.  Manfaat Teoritis 
  a. Memberi masukan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan 
khususnya, dalam ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum 
acara pidana yang berkaitan dengan berita acara pemeriksaan penyidikan 
dan peranannya dalam sidang peradilan pidana. 
b.  Hasil penelitian ini dapat menambah literatur dan referensi sebagai bahan 
acuan bagi penelitian yang akan datang. 
 
 2.  Manfaat Praktis 
a.  Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. 
b.  Guna mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang 
dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam 
menerapkan ilmu yang diperoleh. 
c.  Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan 
kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait masalah 
yang diteliti. 
 
E. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini 
merupakan penelitian hukun empiris. Penelitian empiris selalu diarahkan 
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kepada identifikasi (pengenalan) terhadap hukum nyata berlaku, yang 
implisit berlaku (sepenuhnya) bukan yang eksplisit (jelas, tegas) diatur 
didalam perundangan atau yang diuraikan dalam kepustakaan. Pendekatan 
empiris dimaksudkan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan 
sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam 
masyarakat. 
 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Penelitian ini 
dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, 
keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah 
terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di 
dalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-
teori baru (Soejono Soekanto, 1986:10). 
 
3. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian oleh 
responden baik secara tertulis maupun lisan dan perilaku nyata dengan 
meneliti dan mempelajari obyek penelitian secara utuh. 
 
4. Jenis Data 
Data yang dimaksudkan, yaitu fakta atau keterangan yang diperoleh 
dari obyek yang diteliti. Jenis data yang digunakan adalah : 
a) Data primer 
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 
lapangan  yaitu yang terdapat di Pengadilan Negeri Surakarta. 
b) Data sekunder 
Data sekunder merupakan keterangan yang dapat mendukung data 
primer, data ini diperoleh melalui studi kepustakaan, literatur-
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literatur, dokumen-dokumen dan perundang-undangan yang ada 
hubungannya dengan masalah yang diteliti. 
 
 
5. Sumber Data 
Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan arah 
penelitian ini, sumber data diambil dari: 
a) Sumber Data Primer 
Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung 
dari lapangan, dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri Surakarta. 
b) Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder merupakan sumber data yang memberikan 
keterangan pendukung bagi sumber data primer, meliputi: 
1) Bahan Hukum primer yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara 
Pidana (Undang-undang No.8/1981 tentang Hukum Acara 
Pidana). 
2) Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku tentang hukum acara 
pidana, penyidikan, berita acara pemeriksaan, serta tentang 
peradilan pidana. 
 
6. Teknik Pengumpulan Data 
  Guna memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan 
yang diteliti, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai 
berikut : 
a. Wawancara 
merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mendapatkan 
keterangan atau informasi secara langsung dari keterangan Hakim 
Pengadilan Negeri Surakarta di lokasi penelitian yang merupakan pihak 
yang terkait langsung dengan obyek penelitian. 
b. Studi Kepustakan 
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Studi Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan 
untuk mendapatkan landasan teori yang berupa pendapat para ahli 
mengenai hal yang menjadi obyek penelitian, peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan berkaitan dengan hal-hal yang sedang diteliti, 
website dan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan obyek yang 
diteliti. 
 
7. Teknik Analisis Data  
Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif (interaktif 
model of analysis), yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisa melalui tiga 
tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. 
Dalam model ini dilakukan suatu proses siklus antar tahap-tahap, sehingga 
data yang terkumpul akan berhubungan dengan satu sama lain dan benar-
benar data yang mendukung penyusunan laporan penelitian (HB. Sutopo, 
2002:35). Tiga tahap tersebut adalah : 
a) Reduksi Data 
Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abtraksi 
data (kasar) yang ada dalam fieldnote. Pada saat pengumpulan data 
berlangsung , data reduction berupa membuat singkatan, coding, 
memusatkan tema, membuat batas-batas permasalahan, dan menulis 
memo. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus dari tahap awal 
sampai akhir penulisan laparan penelitian. 
b) Penyajian Data 
Sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat 
dilaksanakan yang meliputi berbagai jenis matrik, gambaar, tabel dan 
sebagainya. 
c) Menarik Kesimpulan 
Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi berbagai hal 
yang ditemu dengan melakukan pencatatan-pencatatan peraturan, 
pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur 
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sebab akibat, akhirnya peneliti menarik kesimpulan (HB. Sutopo, 
2002:37).  
Komponen tersebut merupakan suatu rangkaian yang utuh, yang 














                       Gambar.1 
     Skema Interactive Model Of analysis 
         (HB. Sutopo, 2002:96) 
 
 
F. Sistematika Penulisan Hukum (Skripsi) 
  Sistematika penulisan hukum ditujukan untuk dapat lebih memberikan 
gambaran yang lebih luas dan jelas, komprehensif, dan menyeluruh mengenai 
bahasan dalam penulisan hukum yang akan disusun. Adapun sistematika 
penulisan tersebut sebagai berikut : 
 











 Dalam bab ini akan diuraikan pendahuluan yang terdiri dari latar 
belakang masalah, pembahasan masalah, perumusan masalah, tujuan 





BAB II.  TINJAUAN PUSTAKA 
  Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori dan kerangka 
pemikiran. Kerangka teori meliputi tinjauan umun tentang 
Penyelidikan dan Penyidikan, tinjuan umum tentang Berita Acara 
Pemeriksaan Penyidikan, serta tinjauan umum tentang Peradilan 
Pidana. 
 
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ketiga ini berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang ingin 
diungkapkan berdasarkan dari rumusan masalah yaitu tentang 
Peranan Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dalam Sidang 
Peradilan Pidana serta permasalahan yang menyangkut tentang Berita 
Acara Pemeriksaan Penyidikan dalam Persidangan dan juga 
penyelesaiannya. 
 
BAB IV. PENUTUP 
  Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan 
kesimpulan-kesimpulan yang di dapat dan diambil dari penelitian dan 










A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan 
1.1 Penyelidikan 
a. Pengertian Penyelidik 
Dalam Pasal 1 butir 4 KUHAP mengatur tentang penyelidik; 
Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi 
wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya, 
sesuai dengan Pasal 4, yang berwenang melaksanakan fungsi penyelidikan 
adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Tegasnya, penyidik 
adalah setiap pejabat Polri. Jaksa atau pejabat lain tidak berwenang melakukan 
penyelidikan. Penyelidikan merupakan monopoli tunggal Polri.  
 
Kemanunggalan fungsi dan wewenang penyelidikan bertujuan : 
i. menyederhanakan dan memberikan kepastian kepada masyarakat siapa yang 
berhak dan berwenang melakukan penyelidikan; 
ii. menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat penegak hukum, 
sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih seperti yang dialami pada masa 
HIR; 
iii. juga merupakan efisien tindakan penyelidikan ditinjau dari segi pemborsan 
jika ditangani beberapa instansi, maupun terhadaporang yang diselidiki, tidak 
lagi berhadapan dengan berbagai macam tangan aparat penegak hukum 
dalam penyelidikan. Demikian juga dalam segi waktu dan tenaga jauh lebih 
efektif dan efisien. 
 
Dari penegasan bunyi Pasal 4 KUHAP, dijelaskan aparat yang 
berfungsi dan berwenang melakukan penyelidikan hanya pejabat Polri, tidak 




b. Pengertian Penyelidikan 
Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan 
sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan 
pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud 
untuk menentukan sikap pejabat penyelidik, guna menentukan dapat atau 
tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 
butir 5). 
 
Berdasarkan penjelasan tersebut, penyelidikan merupakan tindakan 
tahap pertama permulaan penyidikan. Penyeidikan bukanlah merupakan fungsi 
yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya 
merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari fungsi panyidikan yang 
mendahului tindakan lain yang berupa upaya paksa seperti penangkapan. 
Penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan sebagainya. 
 
Di dalam menjalankan tugas dan kewajiban Polri di dasari 2 asas: 
(i). Asas Legalitas; 
bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota Polri harus berdasarkan 
ketentuan hukum, 
(ii). Asas Kewajiban; 
asas yang memberikan keabsahan bagi tindakan anggota Polri yang 
bersumber dari kekuasaan atau kewenangan umum di dalam menjalankan 
kewajiban memelihara ketertiban keamanan umum. 
 
Di dalam melakukan tindakan tersebut, tidak boleh bertentangan 
dengan norma hukum. KUHAP mengakui adanya asas kewajiban ini di dalam 
Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf h yang menyatakan 




c. Tugas dan Wewenang Penyelidik 
Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 KUHAP; 
1) karena kewajibannya mempunyai wewenang : 
a) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak 
pidana; 
b) mencari keterangan dan barang bukti; 
c) menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta 
memeriksa tanda pengenal diri; 
d) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 
2) atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa : 
a) penangkapan, larangan mennggalkan tempat; 
b) pemeriksaan dan penyitaan surat; 
c) mengambil sidik jari dan memotret seseorang, membawa dan 
menghadapkan seseorang pada penyidik. 
 
1.2 Penyidikan 
a. Pengertian Penyidik 
Mengenai pengertian penyidik, diatur dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana Pasal I butir ke-1 yang berbunyi Penyidik adalah Pejabat 
polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang 
diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. 
 
Petugas yang berwenang tersebut menurut Pasal 6 Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana: 
a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia. 
b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 
Undang-undang.  
 
Untuk pejabat polisi Negara Republik Indonesia tidak semua 
mempunyai tugas penyidikan, tugas tersebut dibebankan kepada pejabat 
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kepolisian tertentu, yaitu pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang 
sekurang-kurangnya berpangkat letnan dua polisi. Pejabat pegawai negeri sipil 
tertentu yang diberikan wewenang melakukan penyidikan, kegiatannya dibawah 
koordinasi dan pengawasan pejabat polisi yang berhak melakukan penyidakan 
penuh. Pegawai negeri sipil yang melakukan penyidikan berfungsi membantu 
polisi dalam bidang penyidikan, sehingga hasil dan sidikan diserahkan kepada 
penyidik utama, yaitu disebut penyidik pembantu. Dalam Pasal I butir ke-3 Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Penyidik pembantu 
adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi 
wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam 
Undang-undang. 
 
Hubungan Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
adalah sebagai berikut: 
i) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugasnya berada 
di bawak koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri (Pasal 7 ayat (2) 
KUHAP). 
ii) Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik memberikan petunjuk kepada 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan memberikan bantuan penyidikan yang 
diperlukan (Pasal 107 ayat (1) KUHAP). 
iii) Penyidik Pegawai Negeri Sipil melaporkan adanya tindak pidana yang 
sedang disidik kepada Penyidik Polri (Pasal 107 ayat (2) KUHAP). 
iv) Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyerahkan hasil penyidikan yang telah 
selesai kepada penuntut umum melalui Penyidik Polri (Pasal 107 ayat (3) 
KUHAP) 
v) Dalam hal Penyidik Pegawai Negeri Sipil menghentikan penyidikan, segera 







b.  Pengertian Penyidikan 
Apabila telah selesai dilakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan 
itu telah pula dilaporkan dan diuraikan secara rinci, maka apabila dari hasil 
penyelidikan itu dianggap cukup bukti-bukti permulaan untuk dilakukan 
penyidikan, maka tahap selanjutnya adalah melakukan penindakan. 
 
Tahap penindakan adalah tahap penyidikan dimana dilakukan 
tindakan-tindakan hukum yang langsung bersinggungan dengan hak-hak asasi 
manusia yaitu berupa pembatasan bahkan mungkin berupa pelanggaran terhadap 
hak-hak asasi manusia. Tahap ini dilaksanakan setelah yakin bahwa telah terjadi 
suatu tindak pidana dan untuk memperjelas segala sesuatu tentang tindak pidana 
tersebut diperlukan tindakan-tindakan tertentu yang berupa pembatasan dan 
pelanggaran hak-hak sasi seseorang yang bertanggungjawab terhadap terjadinya 
tindak pidana (Moch. Faisal Salam, 2001 :49). 
 
Pengertian penyidikan sendiri telah dijelaskan dalam Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana Pasal I butir ke-2 yang berbunyi Penyidikan adalah 
serangkain tindakan penyidik dalam hal dam menurut cara yang diatur dalam 
undang-undang untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 
terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 
 
c. Tugas dan Wewenang Penyidik 
Penyidik polisi Negara khusus diberi wewenang oleh undang-undang 
untuk bertindak menemukan dan mengumpulkan barang-barang bukti, 
keterangan-keterangan sehubungan dengan fakta kasus pelanggaran hukum 
pidana. Kewenangan Penyidik tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana, adalah sebagai berikut: 




b. melakukan tindakan peratma pada saat ditempat kejadian. 
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri 
tersangka. 
d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeladahan dan penyitaan. 
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 
f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang. 
g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. 
h. mendatangkan orang ahli yang dipadukan dalam hubungannya dengan 
pemeriksaan perkara. 
i. mengadakan penghentian penyidikan 
j. melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. 
 
Berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang kepada 
penyidik, maka penyidik dibebankan untuk membuat berita acara atas semua 
tindakannya (Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 75 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum 
Acara Pidana) dan harus ditanda tangani oleh si pembuat berita acara dan oleh 
pihak yang terlibat dalam tindakannya tersebut (Pasal 75 ayat (3) Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana). 
 
Penyidik dalam usahanya mencari dan menemukan tersangka dan 
bahan-bahan pembuktian maka penyidik dapat memanfaatkan petunjuk praktis 
yang menjadi bahan menyusun langkah-langkah kegiatan dalam rangka 
penyidikan yang berupa tujuh pertanyaan yang terkenal dengan teori “7kah” 
(Soedjono Dirdjosisworo, 1979 : 46). Dengan mencari ketujuh pertanyaan itu, 
maka maksud penyidikan perkara akan tercapai dan bila dilakukan dengan 
cermat akan sangat mengurangi keselahan dalam penyidikan perkara pidana. 
Tujuh pertanyaan yang harus dicari jawabannya itu adalah sebagai berikut: 
i) Apakah ; dimaksudkan untuk mengungkapkan fakta tentang tindak pidana 
yang terjadi dengan semua akibatnya 
  
18 
ii) Dimanakah ; dimaksudkan untuk mencari tempat dimana tindak pidana itu 
dilakukan atau kasus diteliti dan berhubungan dengan kompetensi relative 
pengadilan atau kejaksaan. 
iii) Dengan apakah ; dimaksudkan untuk mencari alat-alat yang digunakan 
dalam melakukan tindak pidana. 
iv) Mengapakah ; dimaksudkan untuk mengungkapkan alasan-alasan, niat, 
motif, dan tujuan melakukan tindak pidana. 
v) Bagaimanakah ; dimaksudkan untuk mencari dan mengetahui cara 
melakukan tindak pidana atau modus operandi. 
vi) Bilamanakah ; dimaksudkan untuk mengetahui saat terjadinya perbuatan 
pidana (tempus delicti). 
vii) Siapakah ; dimksudkan untuk menemukan pelaku sebenarnya dan semua 
orang yang tersangkut dalam tindak pidana.  
 
Dengan menjawab ketujuh pertanyaan itu dapat dianggap bahwa 
pekerjaan pemeriksaan perkara pidana pada tahap penyidikan telah selesai. 
Kasus tindak pidana yag telah jelas dan terang si pelakunya dan dilengkapi 
dengan alat-alat pembuktian yang lengkap maka penyidik menyerahkan berkas 
perkara pada penuntut umum (Pasal 8 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum 
Acara Pidana). Penyerahan berkas perkara itu dilakukan dalam dua tahap: 
a) Tahap pertama, penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka. 
b) Tahap kedua, penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan 
barang bukti (Pasal 8 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). 
 
2. Tinjauan Tentang Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan 
Tujuan Pemeriksaan penyidikan tindak pidana menyiapkan hasil 
pemeriksaan penyidikan, sebagai berkas perkara yang akan diserahkan peyidik 
kepada penuntut umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang melakukan 
penuntutan terhadap tindak pidana. Berkas hasil penyidikan itu yang dilimpahkan 
penuntut umum kepada hakim di muka persidangan pengadilan. Oleh karena itu, 
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apabila penyidik berpendapat, pemeriksaan penyidikan telah selesai dan sempurna, 
secepatnya mengirimkan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum. 
Akan tetapi didalam pengiriman berkas perkara, penyidik diharuskan menyesuaikan 
pemberkasan perkara dengan ketentuan pasal undang-undang yang menggariskan 
pembuatan berita acara pemeriksaan penyidikan seperti yang ditentukan dalam pasal 
121 KUHAP.  
 
Seperti yang telah disinggung di atas, setelah penyidik berpendapat 
segala sesuatu pemeriksaan yang di perlukan dianggap cukup, penyidik ‘’atas 
kekuatan sumpah jabatan “ segera membuat berita acara dengan persyaratan-
persyaratan yang ditentukan dalam pasal 121 KUHAP : 
(i) memberi tanggal pada berita acara, 
(ii) memuat tindak pidana yang disangkakan dengan menyebut waktu, tempat, dan 
keadaan sewaktu tindak pidana dilakukan, 
(iii) nama dan tempat tinggal tersangka dan saksi-saksi, 
(iv) keterangan mengenai tersangka dan saksi (umur, bangsa, agama, dan lain-lain). 
(v) catatan mengenai akta dan benda, 
(vi) serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian 
perkara. 
 
Demikian syarat pembuatan berita acara yang ditentukan dalam Pasal 
121 KUHAP. Akan tetapi, untuk lengkapnya berita acara harus dihubungkan dengan 
ketentuan pasal 75 KUHAP. Hal ini berarti, setiap pemeriksaan yang berita acaranya 
telah dibuat tersendiri dalam pemeriksaan penyidikan  dilampirkan dalam berita 
acara penyidikan yang dibuat oleh penyidik. Dalam berita acara penyidikan  harus 
terlampir segala sesuatu tindakan penyidik selama dalam pemeriksaan, sepanjang 
hal itu telah diterangkannya dalam berita acara pemeriksaan. Jadi, dalam berita acara 
penyidikan yang berupa berkas perkara hasil penyidikan, penyidik melampirkan 
berita acara (Pasal 75 ayat (1) KUHAP) : 
a. pemeriksaan tersangka, 
b. penangkapan (jika ada), 
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c. penahanan (jika ada), 
d. penggeledahan (jika ada), 
e. pemasukan rumah (jika ada), 
f. penyitaan benda (jika ada), 
g. pemeriksaan surat (jika ada), dan 
h. pemeriksaan saksi (jika ada). 
 
Berita acara penyidikan dan lampiran-lampiran yang bersangkutan, 
dijilid menjadi suatu berkas oleh penyidik. Jilidan berkas berita acara disebut 
“berkas perkara”. Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam 
melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan. 
Berita acara tesebut selain ditandatangani oleh pejabat polisi ditandatangani pula 
oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1) diatas. Berita 
acara yang dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP ini diperuntukkan bagi pelaksanaan 
tugas penyidik dan penuntut umum. Sedangkan berita acara yang menyangkut 
jalannya persidangan diatur dalam Pasal  202 KUHAP, yang mensyaratkan cukup 
ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan panitera. 
 
Berita acara yang tercantum dalam ayat (1) huruf a sampai huruf h adalah 
menyangkut tugas penyidikan, sesuai dengan tugas penyidikan dalam menjalankan 
kewajiban (Pasal 121 KUHAP). Tugas penyidik adalah menyiapkan hasil 
pemeriksaan penyidikan yang berupa berita acara sebagai berkas perkara. Dari hasil 
pemeriksaan penyidikan tersebut lalu dibuat oleh penyidik suatu kesimpulan yang 
pada umumnya disebut resume. Dalam resume tersebut diuraikan secara singkat 
keterangan-keterangan yang telah diberikan pada pemenuhan unsur-unsur tindak 
pidana yang dilakukan oleh tersangka sesuai dengan pasal-pasal yang disangkakan 






3. Tinjauan Tentang Peradilan Pidana 
KUHAP dalam Bab XVI membedakan acara pemeriksaan perkara di 
sidang pengadilan negeri. Dasar titik tolak perbedaan tata cara pemeriksaan, ditinjau 
dari segi jenis tindak pidana yang diadili pada satu segi, dan dari segi mudah atau 
sulitnya pembuktian perkara pada pihak lain. Umumnya perkara tindak pidana yang 
ancaman hukumannya 5 tahun ke atas, dan masalah pembuktiannya memerlukan 
ketelitian, biasanya diperiksa dengan acara biasa. Sedangkan perkara yang ancaman 
hukumannya ringan serta pembuktian tindak pidananya dinilai mudah, diperiksa 
dengan acara singkat. Atas perbedaan pemeriksaan tersebut, dikenal tiga jenis acara 
pemeriksaan perkara pada sidang pengadilan negeri, yaitu: 
1) Acara Pemeriksaan Biasa, yang diatur dalam Pasal 152 s/d 202. 
2) Acara Pemeriksaan Singkat, yang diatur dalam Pasal 203 s/d 204. 
3) Acara Pemeriksaan Cepat, yang diatur dalam Pasal 205 s/d 216. 
Acara pemeriksaan Cepat diperinci lagi menjadi : 
a. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan (Pasal 205 s/d 210) 
b. Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan (Pasal 211 s/d 
216). 
 
Ditinjau dari segi pengaturan dan kepentingan, acara pemeriksaan biasa 
yang paling utama dan paling luas pengaturannya. Hal ini didasarkan pada 
kenyataan bahwa dalam acara pemeriksaan biasa inilah dilakukan pemeriksaan 
perkara-perkara tindak pidana kejahatan berat, sehingga fokus pengaturan acara 
pemeriksaan pada umumnya terletak pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam 
pasal-pasal acara pemeriksaan biasa. Dalam acara pemeriksaan biasa, proses sidang 
dilaksanakan dengan tata cara pemeriksaan sebagaimana yang ditentukan undang-
undang, dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa, dengan pembacaan surat 
dakwaan oleh penuntut umum. Demikian juga mengenai pembuktian alat bukti yang 
dipergunakan, berpedoman kepada ketentuan yang telah digariskan undang-undang. 




1)  Acara Pemeriksaan Biasa 
a) Sidang I : Pembacaan Surat Dakwaan 
1. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk 
umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang 
dinyatakan tertutup untuk umum 
2. Terdakwa hadir di persidangan 
3. Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah ia didampingi oleh Penasihat 
Hukum, apabila didampingi maka Hakim menanyakan surat kuasa dan surat izin 
beracara 
4. Hakim menanyakan identitas terdakwa 
5. Hakim mengingatkan terdakwa untuk memperhatikan apa yang terjadi selama 
persidangan 
6. Hakim mempersilahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan surat 
dakwaannya 
7. Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mengerti isi dan maksud 
surat dakwaan 
8. Hakim menjelaskan isi dan maksud surat dakwaan secara sederhana jika 
terdakwa tidak mengerti 
9. Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa/Penasihat Hukumnya 
apakah keberatan dengan surat dakwaan tersebut 
10. Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda 
 
b) Sidang II : Eksepsi (jika ada) 
1. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk 
umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang 
dinyatakan tertutup untuk umum 
2. Terdakwa hadir di ruang sidang 
3. Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa/Penasihat Hukumnya 
apakah sudah siap dengan Eksepsinya 
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a. Dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP, definisi eksepsi tidak dirumuskan secara 
jelas. Istilah yang digunakan adalah “keberatan”. Kepada terdakwa atau 
penasihat hukumnya diberi hak untuk mengajukan keberatan. 
4. Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada terdakwa/ Penasihat 
Hukumnya membacakan Eksepsinya 
5. Hakim Ketua menanyakan kesiapan Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan 
tanggapan terhadap Eksepsi terdakwa 
a. Apabila Jaksa Penuntut Umum akan menanggapi Eksepsi maka sidang 
ditunda untuk pembacaan tanggapan Jaksa Penuntut Umum (lanjut ke Sidang 
III dan IV) 
b. Apabila Jaksa Penuntut Umum tidak akan menanggapi eksepsi maka sidang 
ditunda untuk pembacaan Putusan Sela (lanjut ke Sidang V) 
6. Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda 
 
c) Sidang III : Tanggapan Jaksa Penuntut Umum 
1. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk 
umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang 
dinyatakan tertutup untuk umum 
2. Terdakwa hadir di ruang sidang 
3. Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Jaksa Penuntut Umum apakah sudah 
siap dengan tanggapannya 
4. Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum 
untuk membacakan tanggapannya 
5. Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa/Penasihat Hukumnya 
apakah akan menanggapi tanggapan Jaksa Penuntut Umum 
6. Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda 
d) Sidang IV : Tanggapan/Jawaban atas Tanggapan Jaksa Penuntut Umum 
1. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk 
umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang 
dinyatakan tertutup untuk umum 
2. Terdakwa hadir di ruang sidang 
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3. Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa/Penasihat Hukumnya 
apakah sudah siap dengan tanggapan atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum 
4. Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada terdakwa/ Penasihat 
Hukumnya untuk membacakan tanggapan/jawaban atas tanggapan Jaksa 
Penuntut Umum 
5. Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda 
 
e) Sidang V : Putusan Sela 
1. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk 
umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang 
dinyatakan tertutup untuk umum 
2. Terdakwa hadir di ruang sidang 
3. Hakim Ketua Majelis membacakan Putusan Sela  
Isi Putusan Sela : Majelis menerima Eksepsi yang diajukan oleh terdakwa 
4. Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Jaksa Penuntut Umum apakah sudah 
siap dengan Pembuktian 
5. Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda 
 
f) Sidang VI : Pembuktian (Pemeriksaan saksi/saksi ahli) 
 
1. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk 
umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang 
dinyatakan tertutup untuk umum 
2. Hakim memeriksa saksi-saksi yang akan memberikan keterangannya yang ada di 
ruang sidang 
3. Hakim mempersilahkan saksi yang masih ada di ruang sidang untuk keluar 
Pemeriksaan Saksi 
4. Hakim Ketua Majelis memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum/ Penasihat 
Hukum untuk menghadirkan saksi/saksi ahli ke ruang sidang, terdakwa 
menempati tempatnya disamping Penasihat Hukum 
5. Hakim menanyakan kesehatan saksi/saksi ahli 
6. Hakim menanyakan identitas saksi/saksi ahli 
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7. Hakim menanyakan apakah saksi mempunyai hubungan sedarah atau semenda 
atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa 
8. Saksi/saksi ahli disumpah 
9. Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi/saksi ahli (diperjelas 
dengan dialog) 
10. Jaksa Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi/saksi ahli 
(diperjelas dengan dialog) 
11. Penasehat Hukum mengajukan pertanyaan kepada saksi/saksi ahli (diperjelas 
dengan dialog) 
12. Setiap saksi selesai memberikan keterangannya, Hakim menanyakan kepada 
terdakwa benar/tidaknya keterangan saksi tersebut 
13. Hakim menanyakan saksi tersebut apakah saksi/saksi ahli menarik kembali 
keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidikan 
Pemeriksaan Barang Bukti 
14. Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti di persidangan 
15. Hakim menanyakan kepada terdakwa dan saksi-saksi mengenai barang bukti 
tersebut 
Hakim meminta kepada Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum, terdakwa, 
saksi untuk maju ke muka sidang dan memperlihatkan barang bukti tersebut 
Pemeriksaan Terdakwa 
16. Hakim mengajukan pertanyaan kepada terdakwa 
17. Hakim mempersilahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menggajukan pertayaan 
18. Jaksa Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada terdakwa 
19. Penasihat Hukum mengajukan pertanyaan kepada terdakwa 
20. Setelah pemeriksaan keterangan saksi/saksi ahli, terdakwa serta barang bukti, 
Hakim menanyakan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dapat membacakan 
Tuntutannya 
21. Sidang ditunda 
 




1. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk 
umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang 
dinyatakan tertutup untuk umum 
2. Terdakwa berada di ruang sidang 
3. Jaksa Penuntut Umum membacakan Tuntutannya 
4. Hakim menanyakan kepada Penasihat Hukum apakah akan mengajukan 
Pembelaan 
5. Sidang ditunda 
h) Sidang VIII : Pembacaan Pembelaan (Pledooi) 
1. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk 
umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang 
dinyatakan tertutup untuk umum 
2. Hakim mempersilahkan Penasihat Hukum membacakan Pembelaannya 
3. Penasehat Hukum membacakan Pembelaannya 
4. Hakim menanyakan kepada Jaksa Penuntut Umum apakah akan mengajukan 
Replik 
5. Sidang ditunda 
 
i) Sidang IX : Pembacaan Replik (Tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum 
atas Pledooi Penasihat Hukum) 
1. Hakim ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk 
umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang 
dinyatakan tertutup untuk umum 
2. Terdakwa hadir dalam persidangan 
3. Hakim mempersilahkan Jaksa Penuntut Umum membacakan Repliknya 
4. Hakim menanyakan Penasihat Hukum apakah akan mengajukan Duplik 
5. Sidang ditunda 
 
j) Sidang X : Pembacaan Duplik (Tanggapan dari Penasihat Hukum atas 
Replik dari Jaksa Penuntut Umum) 
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1. Hakim ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk 
umum, kecuali dalam perkara keusilaan atau terdakwa dibawah umum sidang 
dinyatakan tertutup untuk umum 
2. Terdakwa hadir di dalam persidangan 
3. Hakim mempersilahkan Penasihat Huum membacakan Dupliknya 
4. Sidang ditunda untuk pembacaan Putusan 
 
k) Sidang XI : Pembacaan Putusan 
 
1. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk 
umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang 
dinyatakan tertutup untuk umum 
2. Terdakwa hadir di persidangan 
Jika tidak hadir, Hakim menanyakan alasan ketidakhadiran terdakwa, jika alasan 
memungkinkan Hakim ketua menunda sidang 
3. Hakim Ketua Majelis menanyakan kesehatan terdakwa dan menanyakan apakah 
siap untuk mengikuti persidangan untuk pembacaan Putusan 
4. Pembacaan Putusan 
i) Putusan dibacakan oleh majelis, diawali oleh Hakim Ketua kemudian 
dibacakan bergantian dengan hakim anggota yang lain. Khusus untuk 
putusan akhir dibacakan oleh Hakim Ketua. 
ii) Putusan dibacakan dengan : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa”, 
iii) Putusan memuat identitas terdakwa, 
iv) Putusan memuat isi surat dakwaan, 
v) Putusan memuat pertimbangan hukum, 
vi) Putusan pidana (Vonis Hakim), dalam tabel keterangan dilengakapi dengan : 
Vonis ; ....tahun, 
vii) Putusan memuat hari dan tanggal diadakannya rapat musyawarah Majelis 
5. Hakim Ketua bertanya kepada terdakwa tentang tanggapannya atas putusan. 
Terdakwa diberi waktu untuk konsultasi dengan Penasihat Hukumnya. 
6 Hakim bertanya tentang hasil konsultasi terdakwa. 
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Jika terdakwa tidak menerima putusan sidang, maka ia dapat mengajukan upaya 
hukum, yang terdiri dari Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali. 
7.  Hakim bertanya kepada Penuntut Umum tentang tanggapannya atas putusan 
pengadilan. 
8.   Hakim menayakan apakah para pihak akan mengajukan upaya hukum 
9.   Sidang ditutup 
 
2) Acara Pemeriksaan Singkat 
Mengenai acara pemeriksaan singkat diatur dalam Bagian Kelima Bab 
XVI Pasal 203 dan Pasal 204. Acara pemeriksaan singkat (summiere procedure) 
pada prinsipnya sama dengan acara pemeriksaan biasa, akan tetapi dalam 
pemeriksaan singkat ini pembuktian serta penerapan hukum mudah dan sifatnya 
sederhana. Perbedaan dengan acara pemeriksaan biasa, pada acara pemeriksaan 
singkat, penuntut umum tidak perlu membuat surat dakwaan, cukup jika penuntut 
memberitahukan alasannya secara lisan tentang tindak pidana yang didakwakan 
kepada terdakwa. 
 
Di dalam Pasal 203 KUHAP menentukan tata cara pemeriksaan singkat, 
yaitu: 
1. Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau 
pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 KUHAP dan yang 
menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan 
sifatnya sederhana. 
2. Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penuntut umum 
menghadapkan terdakwa beserta saksi, ahli juru bahasa dan barang bukti yang 
diperlukan. 
3. Dalam acara ini berlaku ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan 
Bagian Ketiga bab ini sepanjang peraturan itu tidak bertentngan dengan 
ketentuan-ketentuan di bawah ini: 
a. penuntut umum dengan segera setelah terdakwa di sidang menjawab segala 
pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHAP 
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memberitahukan dengan lisan dari catatannya kepada terdakwa tentang 
tindak pidana yang didakwakan keadanya dengan menerangkan waktu, 
tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukuan. pemberitahuan 
ini dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan penggantui surat 
dakwaan. 
b. dalam hal hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan, supaya diadakan 
pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama empat belas hari dan 
bilamana dalam waktu tersebut penuntut umum belum juga dapat 
menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka hakim memerintahkan perkara 
itu diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa. 
c. guna kepentingan pembelaan, maka atas permintaan terdakwa dan atau 
penasihat hukum, hakim dapat menunda pemeriksaan paling lama tujuh hari. 
d. putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang. 
e. hakim memberikan suatu surat yang memuat amar putusan tersebut. 
f. isi surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan 
pengadilan dalam acara biasa. 
 
Didalam Pasal 204 KUHAP juga disebutkan bahwa jika dari pemeriksaan 
di sidang suatu perkara yang diperiksa ternyata sifatnya jelas dan ringan, yang 
seharusnya diperiksa dengan acara cepat, maka hakim dengan persetujuan terdakwa 
dapat melanjutkan pemeriksaan tersebut. 
 
3) Acara Pemeriksaan Cepat 
Acara pemeriksaan cepat diatur dalam Bagian Keenam Bab XVI terdiri 
dari 2 paragraf, yaitu paragraf 1 mengenai Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan dan 
paragraf 2 mengenai Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas tertentu. 
 
1. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan. 
Pada acara pemeriksaan cepat ini tidak dihadiri oleh penuntut umum, 
seperti halnya pada acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat. Demikian 
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juga seperti halnya pada acara singkat, pada acara pemeriksaan cepat ini ti.dak 
dibuat surat dakwaan. 
 
Penyidik atas kuasa penuntut umum dalam waktu tiga hari sejak berita 
acara pemriksaan dibuat mengajukan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli 
dan atau juru bahasa di sidang pengadilan. Kedudukan penyidik disejajarkan 
dengan penuntut umum, namun demikian hubungan penyidik dan penuntut 
umum dimaksud bukan berarti penyidik malaksanakan putusan pengadilan, 
penuntut umum tetap melaksanakan putusan pengadilan sesuai Pasal 270 
KUHAP. 
 
Persidangan dalam perkara tidak pidana ringan tidak perlu dalam bentuk 
majelis, cukup dipimpin oleh seorang hakim/hakim tunggl (unus judex) dan 
pemeriksaan persidangan untuk acara pemeriksaan cepat telah ditetapkan pada 
hari-hari tertentu (rol dag). Sedangkan putusan pengadilan dalam acara 
pemeriksaan cepat ini adalah putusan pada tingkat pertama dan terakhir, 
sehingga tidak ada upaya hukum lain, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana 
perampasan kemerdekaan terdakwa dapat diminta banding. 
 
 
2. Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan. 
Sesuai dengan ketentuan Pasal 211, yang diperiksa menurut acara 
pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan ialah perkara pelanggaran 
tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Adapun yang 
dimaksud dengan pelanggaran tertentu adalah: 
a. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi, membahayakan 
ketertiban aau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan 
kerusakan pada jalan. 
b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan Surat 
Izin Mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji 
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kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat 
memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah daluarsa. 
c. Membiarkan atau memperkenalkan kendaraan bermotor dikemudikan oleh 
orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi. 
d. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan 
tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengakapan pemuatan 
kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain. 
e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat 
tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor 
kendaraan yang bersangkutan. 
f. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu 
lintas jalan dan atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau 
tanda yang ada di permukaan jalan. 
g. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, 
cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan 
membongkar barang. 
h. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan 
beroperasi di jalan yang ditentukan. 
 
Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 212 KUHAP maka untuk perkara 
pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, oleh 
karena itu catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) huruf a 
segera diserahkan kepada pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari 
sidang pertama berikutnya. Berbeda daengan pemeriksaan menurut acara biasa, 
maka dalam pemeriksaan menurut acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas, 







Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan itu 
berupa perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan 
dalam waktu 7 hari setelah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa. 
Dengan adanya perlawanan itu putusan di luar hadirnya terdakwa menjadi gugur. 
Jika putusan setelah diajukan perlawanan tetap berupa pidana sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (4) Pasal 214 KUHAP, terhadap putusan tersebut terdakwa 
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Suatu delik atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dapat menjadi 
suatu kasus pidana dengan mengetahui adanya tindak pidana tersebut melalui 
sepengetahuan dari aparat penegak (tertangkap tangan), melalui laporan dari 
masyarakat, melalui pengaduan serta melalui investigasi yang dilakukan aparat. 
Setelah itu kasus pidana tersebut dibawa ke kepolisian untuk mulai di proses lebih 
lanjut. Di kepolisian kasus tersebut dilakukan penyelidikan dan penyidikan dengan 
memeriksa berbagai pihak yang terkait dalam kasus pidana tersebut. Dari pihak-
pihak yang telah didapat keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindak 
pidana tersebut, maka polisi, dalam hal ini penyidik, membuat suatu surat 
keterangan yang disebut dengan berita acara pemeriksaan penyidikan.  
 
Setelah adanya berita acara pemeriksaan penyidikan kemudian diserahkan 
kepada Kejaksaan dan selanjutnya untuk di proses dan dilimpahkan ke Pengadilan 
Negeri, yang kemudian nantinya diadakan persidangan. Berita acara pemeriksaan 
penyidikan merupakan suatu langkah awal yang penting dalam memeriksa suatu 
kasus pidana, dan setelah berada di persidangan tentunya terdapat masalah-masalah 
yang terkait dengan keberadaan Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tersebut. 
Pembuatan berita acar pemeriksaan penyidikan itu sendiri merupakan suatu tindakan 
awal dari penyidik untuk dapat melanjutkan proses hukum ke pemeriksaan di sidang 





A. Peranan Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Dalam Sidang Peradilan 
Pidana 
Penelitian yang dilakukan oleh penulis bertempat di Pengadilan Negeri 
Surakarta dilakukan melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Surakarta. 
Sebelum membahas tentang peranan berita acara pemeriksaan penyidikan dalam sidang 
peradilan pidana serta permasalahan yang berkaitan dengan berita acara pemeriksaan 
penyidikan dan penyelesaiannya, maka terlebih dahulu akan disajikan beberapa hal 
sebagai berikut: 
 
1. Hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan/ Berkas 
Penyidikan 
Suatu berkas perkara secara formal dapat dinyatakan lengkap apabila berkas 
perkara tersebut memuat : 
1) Sampul berkas perkara; 
2) Daftar isi berkas perkara; 
3) Resume (Pasal 121 KUHAP); 
4) Laporan polisi (Pasal 1 dan Pasal 103 KUHAP); 
5) Berita Acara di TKP (Pasal 27 ayat (1) KUHAP); 
6) Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (Pasal 109 ayat (1) KUHAP); 
7) Berita Acara Pemeriksaan saksi/ahli/tersangka (Pasal 117, 118 dan 120 
KUHAP); 
8) Berita Acara Pumpahan saksi/ahli (Pasal 162, 120 jo Pasal 76 KUHAP); 
9) Berita Acara Hasil Pemeriksaan laboratoris (Pasal 120, 1887 c KUHAP); 
10) Berita Acara Konfrontasi (Pasal 75 ayat (1) huruf k KUHAP); 
11) Berita Acara Rekronstruksi (Pasal 75 ayat (1) huruf k KUHAP); 
12) Berita Acara Penangkapan (Pasal 75 ayat (1) huruf b KUHAP); 
13) Berita Acara Penahanan (Pasal 75 ayat (1) huruf c KUHAP); 
14) Berita Acara Penangguhan Penahanan (Pasal 75 ayat (1) huruf k KUHAP); 
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15) Berita Acara Penggeledahan Rumah.Pakaian/Badan (Pasal 75 ayat (1) jo Pasal 
33 jo Pasal 126 KUHAP); 
16) Berita Acara Penyitaan Barang Bukti (Pasal 75 jo Pasal 129 ayat (2) KUHAP); 
17) Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (Pasal 75 jo Pasal 46 KUHAP); 
18) Berita Acara Pembungkusan dan/atau Penyegelan barang bukti (Pasal 75 jo 
Pasal 130 KUHAP); 
19) Berita Acara Penyitaan surat (Pasal 75 jo Pasal 45 KUHAP); 
20) Berita Acara Tindakan-tindakan lain (Pasal 75 ayat (1) huruf k KUHAP); 
21) Surat perintah dengan perintah untuk dibawa menghadap (Pasal 112 KUHAP); 
22) Surat perintah Penangkapan (Pasal 18 KUHAP); 
23) Surat Penahanan (Pasal 21 KUHAP); 
24) Surat perintah Penangguhan Penahanan (Pasal 31 KUHAP); 
25) Surat perintah pengalihan jenis penahan (Pasal 23 KUHAP); 
26) Surat perintah perpanjang penahan kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Pasal 24 
ayat (2) KUHAP); 
27) Surat permintaan perpanjang penahan kepada ketua pengadilan negeri (Pasal 29 
KUHAP); 
28) Surat permintaan perpanjangan penahan (Pasal 24 atau Pasal 29 KUHAP); 
29) Surat printah pengeluaran tahanan (Pasal 24 ayat 3 dan 4 KUHAP); 
30) Surat izin penggeledahan/izin khusus penyitaan/persetujuan penyitaan dari ketua 
pengadilan Negeri (Pasal 33, 34, 38 dan 43 KUHAP); 
31) Surat perintah penggedahan (Pasal 33 KUHAP); 
32) Surat perintah penyitaan (Pasal 42); 
33) Surat tanda terima barang bukti (Pasal 41, 45, dan Pasal 47 KUHAP); 
34) Surat keterangan dokter ahli (Psal 133 jo Pasal 187 KUHAP); 
35) Dokumen-dokumen bukti; 
36) Daftar adanya saksi; 
37) Daftar adanya tersangka; 
38) Petikan hukuman terdakwa; 




Kelengkapan formal berkas perkara tersebut, tidak selamanya sama untuk 
setiap berkas perkara, hal ini tergantung pada tindakan-tindakan yang dilakukan 
penyidik dalam tahap penyidikan. Dengan perkataan lain kelengkapan suatu perkara 
ditentukan secara kasuistis. Kelengkapan formal tersebut, adalah kelengkapan 
formal yang bersifat umum, yang berlaku sebagai pedoman dalam pemberkasan 
berkas perkara. 
 
Kelengkapan formal yang diuraikan tersebut, adalah kelengkapan formal 
yang bersifat kuantitatif, sedangkan secara kualitatif kelengkapan formal tersebut 
meliputi : 
(1) Setiap tindakan penyidik harus dituangkan ke dalam bentuk berita acara yang 
dibuat oleh pejabat penyidik/penyidik pembantu atas kekuatan sumpah jabatan 
dan ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu dan oleh semua pihak yang 
terlibat dalam tindakan tersebut (Pasal 75 ayat (3) KUHAP). 
(2) Syarat kepangkatan, kewenangan dan pengangkatan penyidika/penyidik 
pembantu sebagaimana diatur dalam PP No.27 tahun 1983 (Pasal 2 dan 3) dan 
Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.05.PW.07.04 tahun 1984 yaitu: 
(a) Penyidik sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi; 
(b) Pejabat PNS tertentu sekurang-kurangnya berpangkat pengatur Muda 
Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu; 
(c) Dalam hal di suatu Sektor Kepolisian tidak ada pejabat penyidik 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian 
yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena 
jabatan adalah penyidik; 
(d) Penyidik Pembantu adalah ; 
i. Pejabat polisi negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-
kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi; 
ii. Pejabat PNS tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda 
(golongan II/a) atau yang disamakan dengan itu. 
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Kewenangan penyidik/penyidik pembantu, diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 11 
KUHAP. Sedangkan kewenangan penyidik PNS diatur dalam undang-undang 
yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugasnya. 
(3) Tindakan Penyidik/penyidik pembantu dalam hal-hal tertentu baru sah apabila 
ada izin/izin khusus/persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat atau 
adanya saksi tertentu, tanda tangan pelapor atau pengadu pada laporan/ 
pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Penggeledahan/penggeledahan 
dalam keadaan mendesak (Pasal 33 dan 34 KUHAP), laporan/pengaduan 
(Pasal 108 ayat (4) KUHAP). Laporan harus ditandatangani oleh 
pelapor/pengadu, Berita acara penyitaan ditandatangani oleh dari siapa benda 
itu disita dan saksi-saksi (Pasal 129 ayat (2) KUHAP), pencantuman keadaan, 
jumlah sifat dan identitas barang bukti sebelum dibungkus/disegel (Pasal 130 
KUHAP), permintaan keterangan ahli harus dimintakan oleh panyidik secara 
tertulis (Pasal 133 jo Pasal 187 KUHAP). 
(4) Dalam hal delik aduan, dalam berkas perkara harus dilampirkan pengaduan 
dari orang yang berhak mengadu. 
(5) Identitas lengkap tersangka sebagimana dimaksud Pasal 143 ayat (2) KUHAP, 
agar dicantumkan secara jelas guna menghindari kekeliruan terhadap pelaku 
yang harus dipertanggung jawabkan. 
(6) Surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri harus dilampirkan dalam 
berkas perkara, sesuai dengan SEMA Nomor 11 tahun 1983. 
(7) Terhadap barang bukti yang secara sukarela diserahkan oleh tersangka atau 
saksi, harus dibuat berita acara Penerimaan barang bukti dan persetujuan dari 
Ketua Pengadilan Negeri setempat. 
(8) Selama penyidikan berlangsung izin peyitaan tidak dapat dicabut/ dibatalkan, 
demikian juga analognya selama penuntutan berlangsung. 
(9) Perubahan status benda sitaan harus seizin Ketua Pengadilan Negeri setempat. 
(10) Pejualan lelang barang bukti harus seizin Ketua Pengadilan Negeri setempat. 
(11) Dalam hal pembuktian perkara memerlukan visum et repertum, maka visum et 
repertum tersebut harus dilampirkan dalam berkas perkara, tetapi bila visum et 
repertum belum diperoleh dalam berkas perkara dapat dilampirkan surat 
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permintaannya, dengan catatan apabila alat bukti lainnya telah mencukupi. 
Demikian pula berkas perkara yang belum dilengkapi dengan berita acara 
pemeriksaan saksi korban karena yang bersangkutan sedang menderita sakit, 
berkas perkara dapat diterimaq apabila alat bukti lainnya sudah tercukupi/ 
lengkap. 
(12) Berita acara pemeriksaan saksi dan visum et repertum yang dibuat diluar 
negeri oleh pejabat agar dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, harus 
memenuhi persyaratan sebagai berikut; 
i. Dalam berita acara tersebut kehadiran penyidik polri atau panyidik lainnya 
harus dicantumkan dengan tegas. Apabila kehadiran penyidik 
Polri/penyidik lainnya tidak dicantumkan maka berita acara tersebut harus 
disahkan oleh Kedutaan Besar RI/ Pewakilan RI di Negara yang 
bersangkutan. 
ii. Saksi yang be rsangkutan  harus didengar di bawah sampah dihadapan 
penyidik Polri/penyidik lainnya atau apabila tidak, dihadapan pejabat 
Kedautaan Besar RI/ Perwakilan RI di negara yang bersangkutan. 
iii. Visum et repertum yang dibuat pejabat dari negara asing, baru mempunyai 
kekuatan sebagai alat bukti yang sah apabila visum et repertum tersebut 
disahkan oleh Kedutaan Besar RI/Perwakilan RI di negara yang 
bersangkutan. 
 
Tentang isi petunjuk penuntut umum kepada penyidik guna melengkapi hasil 
penyidikan, adalah bersifat kasuistis. Namun demikian secara umum dapat 
dirumuskan bahwa isi petunjuk tersebut adalah hal-hal yang harus dilakukan 
penyidik guna melengkapi hasil penyidikan. Kelengkapan tersebut diperlukan oleh 






2. Hubungan Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dengan Pembuktian 
dalam Persidangan 
Pengadilan merupakan tempat terpenting bagi terdakwa untuk membela 
dirinya dan meminta keadilan yang sejujur-jujurnya, hal ini menjadi harapan bagi 
setiap pencari keadilan demi tegaknya hukum dan kepastian hukum. Pembuktian 
memegang peranan yang penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. 
Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Dalam hal ini pun hak asasi manusia 
dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan 
terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada 
disertai keyakinan hakim, padahal hal tersebut tidak benar. Oleh karena itu hakim 
harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan memepertimbangkan nilai 
pembuktian.  
 
Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang 
didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Suatu kebenaran itu 
harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan kekuatan pembuktian yang terdapat 
pada setiap alat bukti yang ditemukan. Jika tidak demikian, bisa saja orang yang 
jahat lepas dan orang yang tidak bersalah mendapat hukuman. Untuk inilah maka 
hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan 
hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal. 
 
Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan 
pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan 
kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa (M. Yahya Harahap, 2002:273). 
Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. 
Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang 
dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan 
yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena 
membuktikan kesalahan terdakwa. Mencari kebenaran materiil itu tidaklah mudah. 




Alat-alat bukti seperti kesaksian, menjadi kabur dan sangat relatif. Kesaksian 
diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat pelupa. Bahkan menurut psikologi, 
penyaksian suatu peristiwa yang baru saja terjadi oleh beberapa orang akan berbeda-
beda. Pernah diadakan percobaan di suatu sekolah di Swedia, para murid 
dikumpulkan dalam suatu kelas kemudian seseorang tamu masuk ke kelas itu 
sejenak kemudian kembali keluar lagi. Setelah murid-murid ditanya apakah pakaian 
tamu tadi, maka jawabnya berbeda-beda. Ada yang mengatakan berbaju biru, ada 
yang mengatakan baju abu-abu, dan bahkan ada yang menyebut baju cokelat (Andi 
Hamzah, 2002: 246).  
 
Alat bukti dahulu diatur dalam Pasal 295 HIR, yang macamnya disebutkan 
sebagai berikut :  
i. Keterangan saksi; 
j. Surat-surat; 
k. Pengakuan; 
l. Tanda-tanda (petunjuk) 
Sedangkan dalam KUHAP, macam-macam alat bukti diatur dalam Pasal 184 
KUHAP, yaitu : 
a. Keterangan saksi; 
b. Keterangan ahli; 
c. Surat; 
d. Petunjuk; 
e. Keterangan terdakwa. 
   
(a) Keterangan Saksi 
Keterangan saksi merupakan keterangan seorang saksi yang menjadi korban 
kejahatan atau orang yang melihat, mendengar dengan mata kepala sendiri dengan 
menguraikan secara rinci atas kejadian yang ia ketahui. Saksi tidak diperkenankan 
memberi pendapat atau konklusi. Persangkaan ataupun perkiraan yang istimewa 
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yang terjadi karena kata, akal, bukan merupakan kesaksian (Moch. Faisal Salam, 
2001:285). Apabila keterangan saksi akan dijadikan sebagai alat bukti, maka ia 
harus memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 185 KUHAP ayat (1) sampai dengan ayat 
(7) yang menyatakan : 
1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang 
pengadilan. 
2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa 
bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. 
3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai 
dengan suatu alat bukti sah lainnya. 
4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian 
atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila 
keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, 
sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. 
5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan 
merupakan keterangan saksi. 
6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan 
sungguh-sungguh memperhatikan : 
a) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; 
b) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; 
c) alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan 
yang tertentu; 
d) cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya 
dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. 
7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang 
lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan 
keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat 
bukti yang lain. 
 
Dalam proses pemeriksaan perkara pidana, saksi adalah kunci untuk 
memperoleh kebenaran materiil. Secara teori dalam Pasal 184 dan 185 UU No. 8 
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Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pdana (KUHAP) secara 
tegas menggambarkan hal tersebut. Pasal 184 menempatkan keterangan saksi di 
urutan pertama di atas alat bukti lain berupa keterangan ahli, surat, petunjuk, dan 
keterangan terdakwa. Pasal 185 ayat (2) menyatakan, “Keterangan seorang saksi 
saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan 
yang didakwakan kepadanya”. Sedangkan pada ayat (3) dari Pasal 185 berbunyi, 
“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai 
dengan alat bukti yang sah lainnya”. Hal ini dapat diartikan bahwa keterangan lebih 
dari satu orang saksi saja tanpa disertai alat bukti lainnya, dapat dianggap cukup 
untuk membuktikan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak. 
 
Warga negara yang baik mengetahui hak dan kewajibannya. Salah satu 
kewajiban yang dibebankan hukum kepada setiap warga negara, ikut membela 
kepentingan umum. Salah satu aspek pembelaan kepentingan umum, ikut ambil 
bagian dalam penyelesaian tindak pidana, apabila dalam penyelesaian itu diperlukan 
keterangannya. Melihat dari pemikiran diatas, menjadi landasan bagi pembuat 
undang-undang untuk menetapkan kesaksian sebagai kewajiban bagi setiap orang. 
Penegasan ini dapat dibaca dalam rumusan penjelasan Pasal 159 ayat (2), yang dapat 
dirinci sebagai berikut : 
i. menjadi saksi adalah kewajiban hukum, 
ii. orang yang menolak memberi keterangan sebagai saksi dalam suatu sidang 
pengadilan, dapat dianggap sebagai penolakan terhadap kewajiban hukum yang 
dibebankan undang-undang kepadanya, 
iii. orang yang menolak kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi dalam 
suatu sidang pengadilan, dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-
undang yang berlaku. 
 
Berdasarkan ketentuan dan penjelasan Pasal 159 ayat (2), memberikan 
keterangan sebagai saksi dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan 
adalah kewajiban bagi setiap orang. Sesuatu yang telah ditetapkan sebagai 
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kewajiban hukum, harus dipatuhi. Keingkaran atau penolakan atas kewajiban 
tersebut, dapat dikenakan tindak pidana. Seorang saksi yang telah dipanggil secara 
sah, tetapi tidak mau menghadiri panggilan tanpa alasan yang sah, ketua sidang 
dapat memerintahkan penuntut umum supaya saksi dihadapkan ke pengadilan. 
 
Pada dasarnya maksud perintah menghadapkan saksi ke persidangan sama 
maknanya dengan ketentuan Pasal 154 ayat (6), yakni menghadirkan dengan paksa. 
Sekalipun Pasal 159 ayat (2) mempergunakan  kata-kata : memerintahkan supaya 
saksi tersebut dihadapkan ke persidangan, namun makna yang tersirat dalam 
perintah menghadapkan, tiada lain daripada upaya yang dibenarkan hukum untuk 
menghadapkan saksi dengan paksa, apabila tidak mau hadir dengan sukarela. Jika 
makna perintah menghadapkan saksi tanpa dibarengi dengan upaya paksa, perintah 
menghadapkan tidak efektif. Paling tidak mengambil saksi dari tempat tinggal atau 
kediamannya. Seterusnya membawa yang bersangkutan dari tempat tinggalnya 
untuk dihadapkan sebagai saksi di muka persidangan. 
 
Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa keberhasilan suatu proses peradilan 
pidana sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil dimunculkan di pengadilan, 
utamanya yang berkenaan dengan saksi. Dengan demikian maka jelaslah bahwa 
keberadaan saksi merupakan suatu yang sangat menentukan dalam proses peradilan 
pidana. Namun demikian, ternyata peran saksi dalam proses peradilan pidana masih 
jauh dari perhatian masyarakat dan penegak hukum. Sampai saat ini posisi saksi 
(termasuk saksi korban) dalam proses peradilan hanyalah dipandang sebagai alat 
yang dapat memperkuat posisi jaksa dalam persidangan. Mereka hanya di 
pergunakan untuk melegitimasi keputusan hakim dari keseluruhan rangkaian proses 
beracara di persidangan. 
 
(b) Keterangan Ahli 
Keterangan seorang ahli disebut sebagai alat bukti pada urutan kedua oleh 
Pasal 183 KUHAP. Hal ini berbeda dengan HIR dahulu yang tidak mencantum 
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keterangan ahli sebagai alat bukti. KUHAP hampir tidak menjelaskan apa yang 
disebut ahki. Pada Pasal 186 menyatakan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa 
yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Jadi pasal tersebut tidak menjawab 
siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli. Pada penjelasan pasal tersebut 
juga tidak menjelaskan hal ini. Dikatakan lebih lanjut yaitu “keterangan seorang ahli 
ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut 
umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat 
sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan 
pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pada pemeriksaan 
disidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara 
pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau 
janji di hadapan hakim”. 
 
Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, tetapi sulit pula dibedakan 
dengan tegas. Kadang-kadang seorang ahli merangkap pula sebagai saksi. Isi 
keterangan seorang saksi dan ahli berbeda. Keterangan seorang saksi mengenai apa 
yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai 
uatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan 
mengenai hal-hal tersebut. 
 
KUHAP juga membedakan keterangan seorang ahli di persidangan sebagai 
alat bukti keterangan ahli (Pasal 186 KUHAP) dan keterangan seorang seorang ahli 
secara tertulis di luar sidang pengadilan sebagai alat bukti surat (pasal 187 butir c 
KUHAP). Contoh untuk hal ini ialah visum et reperum yang dibuat oleh seorang 
dokter. Sehingg keterangan ahli dapat diberikan dalam dua bentuk yaitu dalam 
bentuk tertulis, dan dalam bentuk lisan dimana keterangan itu diberikan oleh ahli 




Keterangan seorang ahli harus merupakan pendapat atau konklusi yang 
didasarkan atas keilmuan atau keahlian khusus mengenai suatu hal yang 
berhubungan dengan pemeriksaan suatu perkara yang diperiksa oleh pengadilan 
 
(c) Alat Bukti Surat 
Selain Pasal 184 yang menyebut alat-alat bukti maka hanya ada satu pasal 
saja dalam KUHAP yang mengatur tentang alat bukti surat yaitu pasal 187 KUHAP, 
pasal ini terdiri atas 4 ayat : 
a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum 
yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tetang 
kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, 
disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; 
b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat 
yang dibuat oleh pajabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang 
menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu 
hal atau sesuatu keadaan; 
c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan 
keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara 
resmi daripadanya; 
d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat 
pembuktian yang lain. 
 
Surat yang dimaksud dan diatur di dalam Pasal 187 huruf a KUHAP adalah : 
i. berita acara, misalnya berita acara yang dibuat oleh seorang penyidik; 
ii. surat yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat 
dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang 





Dalam Pasal 187 huruf b KUHAP yang dimaksud dengan surat yaitu surat-
surat yang dibuat oleh pejabat dilingkungan pemerintahan (eksekutif); surat-surat 
yang dikeluarkan oleh suatu majelis (misalnya putusan hakim). Sedangkan yang 
dimaksud surat yang diatur dalam Pasal 187 huruf c KUHAP adalah sama dengan 
yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 16 KUHAP (keterangan ahli). Jika dikaitkan 
dengan Pasal 186 KUHAP, maka alat bukti surat dapat berupa keterangan ahli yang 
dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia 
menerima jabatan atau pekerjaan. 
 
Dalam Pasal 187 huruf d KUHAP yang dimakudkan dengan surat yaitu 
surat-surat biasa yang baru berlaku jika ada hubungannya dengan alat bukti yang 
lain, misalnya surat ancaman dari terdakwa dengan saksi dalam perkara 
pembunuhan, surat cinta antara terdakwa dengan saksi dalam perkara tentang 




Petunjuk merupakan suatu kejadian-kejadian atau keadaan atau hal lain, yang 
keadaannya dan persamaannya satu sama lain maupun dengan peristiwa itu sendiri, 
nyata menunjukkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Di dalam Pasal 188 
KUHAP menyatakan yang dimaksud petunjuk adalah : 
(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya 
baik antara yang satu dengan yang lain maupun denga tindak pidana itu sendiri 
menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. 
(2) Petunjuk sebagaiman dimkasud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari : 
a. keterangan saksi; 
b. surat-surat; 
c. keterangan terdakwa. 
(3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan 
tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia mengadakan 
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pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati 
nuraninya. 
 
Dalam rangka membuktikan kesalahan terdakwa sesuai dengan yang telah 
didakwakan, maka diperlukan beberapa petunjuk dimana undang-undang 
menyebutkan “kejadian atau keadaan yang karena ada persesuaiannya” dan 
seterusnya. Dengan demikian kejadian tersebut dipandang sebagai petunjuk-
petunjuk karena ada persesuaian dengan tindak pidana yang terjadi, dimana antara 
kejadian itu ada hubungan yang masuk akal (logis). Hubungan yang logis ini erat 
kaitannya dengan keterangan saksi, surat-surat dan keterangan terdakwa. Penilaian 
yang tepat dari petunjuk-petunjuk sebagai alat bukti diserahkan kepada 
kebijaksanaan hakim serta kecerdikannya, yang dalam hal ini ia harus bertindak 
cermat, teliti serta bijaksana. 
 
(e) Keterangan Terdakwa 
Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di 
sidang pengadilan (Pasal 1 butir 15 KUHAP). Sedangkan keterangan terdakwa 
adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti 
permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 butir 14 KUHAP). 
Keterangan terdakwa di dalam persidangan yang dinyatakan dimuka hakim, 
merupakan keterangan yang menggambarkan bagaiman suatu peristiwa telah terjadi. 
Jika keterangan terdakwa akan dijadikan bukti, maka ia harus diringi oleh alat bukti 
yang lain.  
Panggambaran peristiwa pidan itu harus jelas, misalnya terdakwa melakukan 
pencurian, maka terdakwa harus menerangkan kapan perbuatan itu dilakukan apakah 
pada waktu siang atau malam, bagaiman caranya memasuki rumah, apakah lewat 
pintu, lewat jendela atau lewat atap. Setelah  terdakwa dapat memasuki rumah 
barang-barang apa saja yang dicuri, kemudian dibawa kemana barang-barang itu 
apakah masih disimpan ketika ditemukan oleh polisi atau barang itu sudah dijual 




Keterangan yang diberikan terdakwa harus sesuai pula dengan keterangan 
saksi korban atau dibenarkan oleh saksi lain. Pembenaran itu untuk memastikan 
bahwa perbuatan itu telah terjadi, sehingga hakim yakin terdakwalah pelakunya. 
Sehubungan dengan itu Pasal 189 KUHAP memperinci keterangan terdakwa sebagai 
berikut : 
a. keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentan 
perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui atau alami sendiri. 
b. keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk 
membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh 
suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. 
c. keterangan terdakwa hanya adpat digunakan terhadap dirinya sendiri. 
d. keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah 
malakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai 
dengan alat bukti lain. 
 
Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan 
terdakwa sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat berikut : 
i. mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan. 
ii. mengaku ia bersalah. 
Pengertian keterangan terdakwa adalah lebih luas dibanding dengan pengakuan 
terdakwa, sehingga dengan memakai keterangan terdakwa dapat dikatakan lebih 
maju daripada pengakuan terdakwa. Keterangan terdakwa ada kemungkinan berisi 
pengakuan terdakwa (Andi Hamzah, 1985: 225). 
 
Berdasarkan urut-urutan penyebutan alat bukti dapat disimpulkan bahwa 
pembuktian dalam perkara pidana lebih dititikberatkan pada keterangan saksi. 
Keterangan ahli merupakan hal yang baru dalam hukum acara pidana Indonesia. Hal 
ini merupakan pengakuan bahwa dengan adanya kemajuan teknologi, seorang hakim 
tidak bisa mengetahui segala hal, untuk itu diperlukan bantuan seorang ahli. Dahulu 
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keterangan ahli hanya sebagai penerang bagi hakim seperti yang diatur dalam Pasal 
306 HIR. Hakim sekali-kali tidak diwajibkan untuk meyakini pendapat seorang ahli 
apabila keyakinan hakim bertentangan dengan pendapat ahli tersebut. Mengenai 
pengakuan terdakwa sudah dibuang di dalam KUHAP, diganti dengan keterangan 
terdakwa. Keterangan terdakwa mempunyai arti yang lebih luas daripada pengakuan 
terdakwa. Dalam keterangan terdakwa dimungkinkan adanya pengakuan dari 
seorang terdakwa. Pengakuan terdakwa dahulu merupakan target utama, sehingga 
dalam praktek pemeriksaan pendahuluan (sekarang pemeriksaan penyidikan) sering 
terjadi penekanan secara fisik dan psikis untuk mendapat pengakuan terdakwa. 
 
Oleh karena itu, dahulu orang berpendapat bahwa alat bukti yang paling 
dapat dipercaya ialah pengakuan terdakwa sendiri karena dialah yang mengalami 
peristiwa tersebut. Diusahakanlah memperoleh pengakuan terdakwa tersebut dalam 
pemeriksaan. Dalam alasan mencari kebenaran materiil itulah maka asas akusator 
(accusatoir) yang memandang terdakwa sebagai pihak sama dengan dalam perkara 
perdata, ditinggalkan dan diganti dengan asas inkisitor (inquisitoir) yang 
memandang bahwa terdakwa sebagai obyek pemeriksaan, bahkan kadang dipakai 
alat penyiksa untuk memperoleh pengakuan terdakwa. 
 
3. Peranan Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dalam Persidangan 
Tindakan penyidikan menempati posisi yang tidak dapat diabaikan, karena 
pekerjaan polisi sebagai penyidik dapat dikatakan berlaku di seantero dunia. 
Kekuasaan dan kewenangan (power and authority) polisi sebagai penyidik luar biasa 
penting dan sangat sulit, lebih-lebih yang di Indonesia. Di Indonesia polisi 
memonopoli penyidikan tindak pidana umum berbeda dengan negara lain. Lagi pula 
masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang mempunyai adat istiadat 
yang berbeda. 
 
Wewenang polisi untuk menyidik merupakan hal yang tidak mudah dan 
sangat sulit. Penyidikan yang dilakukan tentu diarahkan kepada pembuktian, 
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sehingga tersangka dapat dituntut kemudian dipidana. Dalam hal penyidikan sudah 
dilakukan tetapi berakhir dengan pembebasan, tentu akan merugikan nama baik 
polisi dalam masyarakat. Demikian pula dengan hasil daripada penyidikan yang 
telah dilakukan terhadap suatu kasus yang mana dituangkan dalam berita acara 
penyidikan, tentunya bisa diharapkan berguna bagi pemeriksaan berikutnya.  
 
Penyidikan telah diarahkan pada proses pembuktian nantinya di persidangan, 
maka dalam penyidikan merupakan langkah awal pemeriksaan yang mana akan 
digunakan sebagai bahan bagi pihak yang berkepentingan selanjutnya, yaitu 
penuntut umum, hakim, maupun terdakwa itu sendiri atau penasehat hukumnya. 
Oleh karena itu dalam tahap penyelidikan dan penyidikan diharapkan bisa 
difungsikan secara maksimal. Sehingga hasil dari penyidikan yang dilakukan dapat 
digunakan dan berisi secara lengkap dan adanya cukup bukti untuk melanjutkan ke 
tingkat berikutnya. 
 
Berita acara penyidikan merupakan surat yang dibuat pejabat umum yang 
berwenang (penyidik) tentang kejadian/keadaan yang didengar, dilihat, dialami oleh 
para saksi. Akan tetapi keterangan saksi merupakan apa yang saksi nyatakan di 
persidangan. Keterangan saksi di depan penyidik bukan keterangan saksi yang 
mempunyai nilai pembuktian. Pembuatan berita acara pemeriksaan penyidikan itu 
sendiri merupakan suatu tindakan awal dari penyidik untuk dapat melanjutkan 
proses hukum ke pemeriksaan di sidang pengadilan yang mana merupakan puncak 
proses pembuktian. Peranan berita acara pemeriksaan penyidikan tidak lepas dari 
hubungannya dengan pembuktian dalam persidangan. 
 
Memang berita acara pemeriksaan penyidikan tidak murni digunakan dalam 
persidangan, karena masih ada proses dari penuntut umum sebelum ke pengadilan. 
Sedikit banyak berita acara penyidikan telah diubah dan ditambah untuk dilengkapi 
sehingga dengan adanya berita acara penyidikan dapat diketahui cukup bukti untuk 




Dalam memulai proses pembuktian, hakim tentunya akan mengacu pada 
berkas perkara yang dibuat oleh penyidik. Disinilah dimulainya peranan dari berita 
acara pemeriksaan penyidikan. Berkas perkara dari penyidik digunakan sebagai 
dasar acuan bagi hakim untuk memulai memeriksa suatu perkara dalam persidangan.  
 
Selain itu pula, suatu berita acara penyidikan dapat dimasukkan dalam 
keterangan terdakwa diluar persidangan. Dengan ketentuan bahwa keterangan yang 
diberikannya tersebut dalam pemeriksaan penyidikan, dan keterangan itu dicatat 
dalam berita acara penyidikan, serta berita acara penyidikan itu ditandatangani oleh 
pejabat penyidik dan terdakwa itu sendiri. Sehingga keterangan yang diberikan 
terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dapat dipergunakan untuk membantu 
menemukan bukti dipersidangan. 
 
Sedangkan dalam hubungannya antara berita acara penyidikan dengan 
keterangan yang diberikan oleh para saksi, yang mana mungkin terjadi perbedaan 
antara yang diucapkannya dalam persidangan dengan yang telah ada di berita acara 
penyidikan, maka hakim dapat menggunakan berita acara penyidikan menjadi bahan 
untuk mempertanyakan hal tersebut kepada saksi yang bersangkutan. Dengan 
melihat berita acara pemeriksaan penyidikan, hakim juga akan mengetahui sejauh 
mana perbedaan keterangan yang diberikan oleh saksi dan juga akan didapat pula 
alasan dari saksi tersebut. Peranan berita acara penyidikan hanya sampai pada tahap 
tersebut apabila hakim meyakini keterangan yang benar adalah keterangan yang 
dinyatakan dalam persidangan. 
 
Berita acara pemeriksaan penyidikan memang sebagai bahan acuan untuk 
memulai suatu pemeriksaan perkara, akan tetapi dalam mengambil keputusan hakim 
bertumpu pada berita acara persidangan. Hal-hal yang didapat dari jalannya 
persidangan itulah yang digunakan untuk mengambil putusan. Dari sini bisa didapat 
suatu kesimpulan bahwa peranan berita acara penyidikan bukan hanya sebagai 
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bahan acuan pemeriksaan. Karena apabila dalam jalannya persidangan terdapat hal-
hal yang tidak sesuai dengan berita acara yang dibuat oleh masing-masing piihak 
baik saksi maupun terdakwa dalam penyidikan, maka dapat digunakan pula untuk 
mengusut ataupun memperjelas hal-hal yang tidak sesuai tersebut. Akan tetapi yang 
memegang kendali adalah tetap pada pundak hakim. Karena hakimlah yang 
menentukan jalannya persidangan. Apabila hal-hal yang tercantum dalam berita 
acara penyidikan memang tidak benar semuanya, dan keyakinan hakimlah dalam hal 
ini digunakan, apakah akan tetap menggunakan keterangan yang ada di berita acara 
penyidikan atau akan menggunakan keterangan yang dinyatakan dalam sidang, yang 
tentunya keduanya belum tentu seratus persen benar.  
 
Memang sulit bagi hakim untuk mengetahui dan memeriksa suatu perkara 
yang memang sangat berbeda jauh dengan yang ada dalam berita acara penyidikan. 
Oleh karena itu dalam tahap penyidikan pun diharapkan dapat maksimal dalam 
memeriksa pihak-pihak yang terkait dan menggunakan cara-cara yang diatur dalam 
Undang-undang. Sehingga perbedaan-perbedaan keterangan yang ada di berita acara 
penyidikan dengan yang terjadi dalam persidangan dapat dihindarkan. Yang mana 
juga akan menunjukkan kinerja daripada penyidik itu sendiri ataupun hakim yang 
memeriksa perkara tersebut. Dengan demikian pada masa sekarang bidang 
penegakan hukum harus lebih memperhatikan manusia yang terlibat proses masalah 
hukum, bukan saja sebagai petugas ataupun korban, melainkan juga terhadap 












B. Permasalahan yang Berkaitan dengan Berita Acara Pemeriksaan           
Penyidikan dan Penyelesaiannya 
 
1. Keterangan Saksi dalam Persidangan Berbeda dengan Berita Acara 
Pemeriksaan Penyidikan yang dibuat 
Bagi seorang saksi yang telah pernah memberikan keterangan dalam 
pemeriksaan penyidikan, harus mempertahankan keterangan tersebut. Keterangan 
yang diiberikannya di sidang pengadilan, sedapat mungkin sejalan dengan isi 
keterangan yang telah diberikan dalam berita acara yang dibuat oleh penyidik, 
sehingga di antara kedua keterangan tersebut tidak terdapat perbedaan yang pokok 
dan mendasar. Akan tetapi tidak ada ketentuan dalam KUHAP yang menjelaskan 
tentang hal tersebut. 
 
Dalam praktek peradilan, sering terjadi perbedaan keterangan yang sangat 
mencolok antara keterangan yang diberikan saksi di sidang pengadilan dengan yang 
diberikan di depan penyidik. Kalau ditanya kenapa saksi  memberi keterangan yang 
berbeda, jawaban dan alasan yang umum, karena pada waktu pemeriksaan 
penyidikan, saksi diancam dan didikte menurut kehendak penyidik. Kemungkinan 
seperti ini bisa terjadi atau kemungkinan perbedaan itu terjadi disebabkan metode 
dan pengarahan yang kurang tepat dalam pemeriksaan penyidikan. Akibatnya 
keterangan saksi tidak jelas dan tidak tepat mengenai sasaran, sesuai dengan unsur 
tindak pidana yang disangkakan. Bukan bermaksud untuk mengurangi nilai 
pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, tetapi dapat dilihat kenyataan, betapa 
banyak hasil pemeriksaan penyidikan yang jauh menyimpang dari kasus pidana 
yang terjadi. Banyak pemeriksaan yang sangat ringkas dan sama sekali tidak mampu 
mengungkap peristiwa dan kejadian pidananya. Oleh karena itu, sangat diharapkan 
peningkatan metode dan kemampuan para penyidik dalam menangani dan 
memeriksa keterangan terdakwa, apalagi keterangan saksi yang menjadi kunci 




Telah dijelasakan pada prinsipnya keterangan yang harus diberikan saksi di 
sidang pengadilan, sedapat mungkin sama atau sejalan dengan keterangan yang telah 
diberikannya pada berita acara penyidikan. Akan tetapi, prinsip ini tidak mengurangi 
kebebasan saksi untuk memberikan keterangan yang berbeda di sidang pengadilan 
dengan keterangan yang diberikan pada pemeriksaan penyidikan. Namun kebebasan 
itu tidak dimaksudkan memberi keleluasaan kepada saksi untuk mengarang 
kebohongan serta mengingkari secara keseluruhan keterangan yang telah 
diberikannya dalam berita acara pemeriksaan penyidikan. Kebebasan memberi 
keterangan di sidang pengadilan bagi saksi tidak dimaksudkan mengurangi arti 
keterangan yang telah diberikannya pada berita acara penyidikan. Apalagi jika 
keterangannya di sidang bertentangan dan berbeda dengan yang diterangkan dalam 
berita acara penyidikan, hakim wajar meminta penjelasan dan alasan kepada saksi 
tentang hal tersebut. 
 
Kebebasan saksi memberikan keterangan di sidang pengadilan, bukan dalam 
arti memberi kebebasan untuk berbohong atau untuk meniadakan keterangan yang 
telah diberikannya dalam berita acara penyidikan. Arti bebas memberi keterangan di 
persidangan, ditujukan kepada sikap dan keadaan fisik dan psikis saksi, yakni dalam 
memberikan keterangan di sidang pengadilan : 
a. tanpa pengaruh dan paksaan penekanan dari pihak manapun, 
b. pertanyaan yang diajukan kepadanya harus dalam bahasa yang jelas dan 
dimengerti olehnya, agar jawaban yang diberikan benar-benar jawaban yang 
keluar dari kesadaran nuraninya sesuai dengan taraf kemampuan kecerdasannya. 
Jangan memaksa saksi menjawab atau menerangkan sesuatu yang berada di luar 
jangkauan taraf kecerdasannya. Oleh karena itu, pertanyaan yang diajukan 
kepada saksi atau ahli dengan kalimat yang disesuaikan dengan taraf pendidikan 
dan kecerdasannya. 
c. dilarang mengajukan pertanyaan yang menjerat kepada saksi, yaitu keterangan 
yang tidak pernah dinyatakan saksi, tetapi oleh hakim atau penuntut umum 
  
56 
dianggap seolah-olah pernah dinyatakan oleh saksi. Pertanyaan yang menjerat 
seperti ini melanggar kebebasan saksi dalam memberikan keterangan. 
 
Hal-hal tersebutlah yang dimaksudkan kebebasan saksi memberikan 
keterangan. Bukan kebebasan memberikan kebohongan, sebab kalau makna 
kebebasan meliputi kebohongan, saksi mengingkari bunyi sumpah yang 
diucapkannya. Saksi boleh memberikan keterangan yang berbeda dengan yang 
terdapat pada berita acara penyidikan. Akan tetapi, harus memberikan alasan yang 
dapat diterima akal sehat.perbedaan antara kedua keterangan itu harus dilandasi 
dengan alasan yang mampu menegaskan kebenaran perbedaan tersebut.   
 
Mengenai saksi yang memberikan keterangan berbeda dengan yang ada di 
berita acara pemeriksaan penyidikan telah diatur dalam Pasal 163 KUHAP, yang 
memberi pedoman kepada ketua sidang tentang tata cara penertiban masalah 
perbedaan keterangan. Jika dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, seorang saksi 
memberi keterangan yang berbeda dengan yang telah diberikan dalam berita acara 
penyidikan, tata cara yang dapat ditempuh hakim yaitu : 
i) mengingatkan saksi akan perbedaan tersebut; hakim tidak dibenarkan berdiam 
diri jika dalam pemeriksaan di sidang pengadilan seorang saksi memberikan 
keterangan yang berbeda dengan apa yang tertera dalam berita acara penyidikan. 
Ketua sidang harus memperingatkan saksi akan perbedaan tersebut. 
ii) kalau ketua sidang telah memperingatkan saksi, tetapi pada keterangan yang 
diberikannya di persidangan, hakim meminta keterangan mengenai perbedaan 
antara kedua keterangan dimaksud. 
iii) kemudian keterangan dan alasan yang diberikan saksi, dicatat dalam berita acara 
pemeriksaan sidang. 
 
Mengenai alasan dan keterangan yang diberikan saksi dapat mendukung atau 
tidak perbedaan keterangan kesaksian yang diberikannya, tergantung pada penilaian 
hakim. Seandainya perbedaan keterangan itu benar-benar sejalan dengan alasan 
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yang diberikan saksi, dan alasan itu dapat di terima hakim, keterangan yang 
diberikan saksi di sidang pengadilan yang dipergunakan hakim menyusun 
pertimbangan. Akan tetapi, kalau perbedaan keterangan tanpa alasan yang masuk 
akal, hakim dapat menganggap keterangan itu tidak benar, dan hakim dapat tetap 
menganggap keterangan yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan 
yang benar, sehingga keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan yang 
dipergunakan hakim menyusun pertimbangan. 
 
Dari uraian tersebut dapat dilihat bagaimanapun jauhnya perbedaan 
keterangan yang diberikan seorang saksi, ketua sidang bebas menilainya, namun 
kebebasan itu harus didasarkan pada alasan yang diberikan saksi. Kalau perbedaan 
keterangan itu di dasarkan saksi ata alasan yang objektif dan logis, perbedaan 
keterangan itu sudah sewajarnya dibenarkan. 
 
Sehubungan dengan masalah perbedaan keterangan saksi ada praktisi hukum 
yang berpendapat, tidak selamanya relevan untuk dipersoalkan, hanya penting 
dipersoalkan kasus per kasus. Pendapat ini bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 
KUHAP yang menegaskan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang 
saksi nyatakan di sidang pengadilan. Atau prinsip ini memang pada hakekatnya 
hukum telah menemukan keterangan saksi yang dapat dinilai hakim sebagai alat 
bukti, hanya keterangan yang dinyatakannya di sidang pengadilan. Namun 
demikian, tanpa mengurangi prinsp yang ditentukan Pasal 185 KUHAP tersebut, 
prinsip itu sendiri tidak sama sekali bermaksud menyikirkan prinsip yang diatur 
Pasal 163, yang mengharuskan saksi untuk memberikan keterangan di sidang 
pengadilan yang benar-benar sejalan dan sejiwa dengan keterangan yang diberikan 








2. Saksi Palsu atau Sumpah Palsu 
Berdasarkan Pasal 174 KUHAP, apabila keterangan saksi yang diberikan di 
persidangan disangka palsu, ketua majelis hakim memperingatkan pada saksi bahwa 
saksi bisa diancam dengan Pasal 242 KUHP. Apabila saksi tetap dalam 
keterangannya, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut 
umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi tersebut ditahan untuk 
selanjutnya dituntut dengan dakwaan saksi palsu. 
 
Suatu yang diharapkan dari saksi palsu tidak lain adalah keterangan yang 
sebenar-benarnya. Akan tetapi, saksi sebagai manusia biasa mungkin dipengaruhi 
oleh motivasi yang sulit diketahui hakim. Mungkin saksi mempunyai kepentingan 
pribadi dalm perkara yang sedang diperiksa, sehingga membuat dia cenderung 
memberikan keterangan palsu dan berbohong. Namun, kadang-kadang 
bagaimanapun pandainya menyusun kata-kata bohong dan palsu, sering kebohongan 
dan kepalsuan itu tidak dapat disembunyikan. 
 
Dasar anggapan kepalsuan dari saksi cukup berupa persangkaan hakim. 
Menurut Pasal 174 KUHAP ayat (1), dasar hukum yang dipergunakan hakim untuk 
menganggap seorang saksi memberikan keterangan palsu, cukup didasarkannya 
pada persangkaan. Apabila hakim menyangka keterangan saksi di sidang pengadilan 
adalah palsu, cukup alasan untuk menyatakan saksi tersebut sebagai saksi palsu. 
Sebaiknya hakim itidak mudah terbawa oleh emosi menanggapi keterangan saksi. 
Hakim yang terlalu gampang dipengaruhi emosi, akan mudah terbawa kedalam 
berbagai macam prasangka. Oleh karena itu, untuk menyakinkan suatu persangkaan 
mengenai keterangan palsu, hakim harus benar-benar menghindarkan diri dari 
pengamatan perasaan semata-mata. Persangkaan itu harus mempunyai landasan 
yang objektif, logis, dan nyata.tidak subjektif tanpa didukung oleh kebohongan yang 
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nyata, yang dapat ditangkap dari susunan keterangan yang sengaja dikarang 
sedemikian rupa oleh saksi. 
 
Dari adanya saksi palsu tersebut, tindakan yang dapat diambil hakim yaitu 
memperingatkan saksi. Pertama-tama ketua sidang memberi peringatan kepada saksi 
supaya memberikan keterangan yang benar, dan sekaligus pula ketua sidang 
mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada saksi tersebut apabila 
tetap memberikan keterangan palsu. Apabila saksi telah diperingatkan oleh ketua 
sidang, namun tetap memberikan keterangan yang sama, maka saksi tersebut dapat 
ditahan, untuk selanjutnya dituntut dengan dakwaan sumpah palsu. Penahanan dan 
penuntutan atas dakwaan sumpah palsu terhadap saksi, dapat dilakukan oleh hakim 
ketua sidang karena jabatannya, dapat juga atas pemintaan enuntut umum, atau atas 
permintaan terdakwa. 
 
Panitera segera membuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat 
keterangan saksi dengan menyebutkan alasan-alasan persangkaan, bahwa keterangan 
saksi itu adalah palsu. Berita acara tersebut ditanda tangani oleh hakim ketua sidang 
serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan 
menurut ketentuan undang-undang. Jika perlu hakim ketua sidang bisa 
menangguhkan persidangan perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana 
terhadap saksi itu selesai. Penundaan sidang bisa terjadi apabila saksi yang 
memberikan kesaksian palsu adalah saksi kunci. Tentu saja harus diperhatikan juga 
masa penahanan terhadap terdakwa.  
 
Sehubungan dengan hal tersebut, timbul dua permasalahan, yaitu siapakah 
yang diserahi tugas melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang disangka telah 
memberikan keterangan palsu, dan siapakah yang berwenang untuk melakukan 
penahanan atas perintah hakim tersebut. Dari hasil wawancara penulis kepada hakim 
PN didapat jawaban atas hal tersebut yaitu bahwa untuk pemeriksaan, saksi yang 
telah disangka memberikan keterangan palsu sebelumnya sudah diperiksa oleh 
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penyidik, akan tetapi jika penuntut umum berpendapat tidak perlu dilakukan 
pemeriksaan, maka langsung perkara tersebut diajukan ke sidang pengadilan atas 
dasar berita acara sidang yang ditanda-tangani hakim ketua sidang dan panitera. 
Perkara tersebut bila diajukan dengan acara singkat atau acara biasa. Dan untuk 
permasalahan yang kedua yaitu sebaiknya yang melakukan penahanan terhadap 
saksi yang memberikan keterangan palsu adalah hakim ketua sidang dengan 
mengeluarkan penetapan penahanan. 
 
3. Terdakwa Mencabut Keterangan Yang Diberikan Di Depan Penyidik 
Salah satu asas penilaian yang menentukan sah atau tidaknya keterangan 
terdakwa sebagai alat bukti, keterangan itu harus terdakwa nyatakan di sidang 
pengadilan. Namun dalam Pasal 189 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa 
keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk 
menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh bukti yang sah 
sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa di 
depan penyidik dimasukkan dalam keterangan terdakwa di luar persidangan. Bentuk 
keterangan yang dapat dikualifikasikan sebagai keterangan terdakwa yang diberikan 
di luar sidang ialah keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan, 
dan keterangan itu dicatat dalam berita acara penyidikan, serta berita acara 
penyidikan itu ditandatangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa. 
 
Suatu hal yang ironi dalam masalah ini, terdakwa sering menarik atau 
mencabut kembali keterangan pengakuan yang diberikan dalam pemerksaan 
penyidikan di sidang pengadilan. Kalau di pukul rata, hampir setiap keterangan 
pengakuan yang mereka berikan dalam pemeriksaan penyidikan, selalu di cabut 
kembali di sidang pengadilan. Terdapat kecenderungan yang umum, setiap tersangka 
akan memberikan keterangan pengakuan dalam pemeriksaan penyidikan. Jarang 
tersangka yang menyangkal kesalahan yang di sangkakan kepada mereka. Semua 
dengan lancar mengakui kesalahan yang di sangkakan, sehingga pada umumnya, 
berita acara penyidikan sedemikian rupa jelasnya mengutarakan dan 
menggambarkan jalannya perbuatan tindak pidana yang di sangkakan. Bagaimana 
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jelasnya pengakuan yang tercatat dalam berita acara penyidikan, akan selalu di cabut 
kembali dalam pemeriksaan pengadilan. Hampir seluruh terdakwa mencabut 
kembali keterangan pengakuan yang tercatat dalam berita acara penyidikan.  
 
Di antara sebab para terdakwa selalu mencabut kembali keterangan 
pengakuan pemeriksaan penyidikan, terdapat alasan yang baku, yaitu pengakuan itu 
diberikan karena tidak sanggup menahan siksaan dan penganiayaan yang ditimpakan 
pejabat penyidik waktu pemeriksaan  penyidikan. Sedemikian rupa penyiksaan dan 
ancaman berupa pemukulan, penyulutan bagian bedan atau bagian vital tubuh., 
membuat meraka terpaksa mengakui segala pertanyaan yang didektekan pejabat 
pemeriksa. Begitulah selalu alasan yang melandasi setiap pencabutan keterangan 
pengakuan yang dijumpai di sidang pengadilan. Tentu saja tidak selamanya dapat 
dipercayai alasan yang seperti iyu. Secara keseluruhan, alasan penyiksaan tidak 
selamanya mempunyai dasar kebenaran (Yahya Harahap, 2002:325). 
 
Hakim sebaiknya menjauhkan diri dari prasangka, tetapi tetap harus waspada 
terhadap kejadian tersebut. Hakim juga sebaiknya menguji dan menilai secara arif 
dan objektif alasan pencabutan yang dikemukakan. Selain itu pula hakim harus peka 
dengan segala situasi yang terjadi, dengan adanya pengalaman dan pengamatan dari 
berbagai peristiwa dalam persidangan. Hakim juga harus yakin bahwa memang 
benar terjadinya pencabutan keterangan terdakwa dikarenakan penganiayaan di 
pemeriksaan penyidikan ataukah hanya alasan dari terdakwa saja. 
 
Penggunaan kekerasan atau penyiksan dalam pemeriksaan penyidikan untuk 
mendapatkan pengakuan sebenarnya meyiratkan kekurangmampuan aparat penyidik 
dalam melakukan tugasnya. Walaupun penjahat itu merupakan musuh polisi, tidak 
selayaknya untuk mempergunakan alat-alat yang rendah yang pada hakekatnya akan 
merendahkan juga martabat polisi. Alat-alat rendah itu antara lain menghina, 
memaki-maki, menyiksa jasmaniah dan rohaniah, memancing-mancing, 
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memberikan janji yang tidak dipenuhi, ataupun menyuap untuk mendapatkan 
pengakuan-pengakuan yang dikehendaki dan lain sebagainya. 
 
Pedoman pelaksaan KUHAP dalam halaman 27 menyebutkan bahwa 
penyelidikan merupakan suatu cara atau metode atau sub fungsi penyidikan yang 
mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, 
penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, 
penyelesaian dan penyerahan berkas perkara ke penuntut umum. Dengan 
mempergunakan fungsi penyelidikan secara maksimal maka alat bukti akan lebih 
lengkap, sehingga praktek menggunakan penekanan, kekerasan dan penyiksaan 
untuk memeras pengakuan tidak diperlukan lagi. 
 
Terlepas dari semua itu, ditinjau dari segi yuridis terdakwa berhak dan 
dibenarkan mencabut kembali keterangan pengakuan yang diberikan dalam 
pemeriksaan penyidikan. Inilah prinsipnya, pencabutan dilakukan selama 
pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung. Undang-undang tidak membatasi 
hak terdakwa untuk mencabut kembali keterangan yang demikian, asal pencabutan 
itu mempunyai landasan alasan yang mendasar dan logis, sehingga mampu 
mendukung tindakan pencabutan tersebut. Apabila hakim dapat menerima alasan 
pencabutan, berarti : 
i. keterangan yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan dianggap 
tidak benar, 
ii. keterangan itu tidak dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu 
menemukan bukti di persidangan.  
Sebaliknya, apabila alasan pencabutan tidak dapat dibenarkan, karena alasan 
pencabutan yang dikemukakan terdakwa tidak mempunyai alasan yang mendasar 
dan logis maka keterangan pengakuan yang terantum dalam berita acara 
pemeriksaan penyidikan tetap dianggap benar. Hakim dapat mempergunakannya 




Menilai alasan pencabutan keterangan pengakuan terdakwa memerlukan 
kearifan dan ketelitian. Hal inilah yang selalu harus dipegang oleh hakim. Kadang-
kadang penolakan hakim atas alasan pencabutan hanya diungkapkan dalam 
keterangannya yang menyabutkan behwa alasan yang dikemukakan adalah bohong. 
Akan tetapi hakim kadang tidak mampu menunjukkan dimana letak kebohongan 
alasan yang dikemukakan. Dalam mempertimbangkan penolakan alasan pencabutan 
keterangan pengakuan, dari hakim dituntut kemampuan kecakapan hukum dan 
ketrampilan penguasaan yang matang akan seluk beluk dari pembuktian dan 
penilaian kekuatan pembuktian yang diatur dalam hukum acara pidana serta 
ditambah dengan intuisi dari hakim tersebut. Jika ini semua dimiliki oleh hakim 
maka dia mampu untuk menilai dan mempertimbangkan alasan pencbutan dengan 
mantap dan yakin. 
 
Suatu hal yang penting, yaitu hakim tidak boleh secara seenaknya menolak 
ataupun menerima begitu saja alasan pencabutan. Terlalu gampang menolak alasan 
pencabutan berarti hakim yang bersangkutan dengan sengaja merugikan kepentingan 
terdakwa dalam pembelaan diri. Sebaliknya terlalu gampang menerima alasan 
pencabutan mengakibatkan terdakwa yang benar-benar bersalah akan dibebaskan 
dari pertanggungjawaban hukum. 
 
Saksi Verbalisan (Penyidik) 
 
Apabila dalam persidangan, terdakwa mencabut keterangannya pada waktu 
pemeriksaan penyidikan (berita acara penyidikan) atau mangkir, seringkali penyidik 
yang memeriksa perkara tersebut dipanggil menjadi saksi. Alasan yang paling sering 
dipergunakan adalah terdakwa ketika diperiksa dalam penyidikan ditekan atau 
dipaksa atau diancam atau dipukul atau disiksa. Jika alasan yang dipergunakan 
dipukul atau disiksa, seringkali hakim bertanya tentang bekas pukulan atau siksaan 
penyidik.Tentu saja pertanyaan seperti ini sangat lucu. Karena pukulan atau siksaan 
kadang-kadang sudah hilang, kecuali jika berkas perkara tersebut cepat-cepat 
dilimpahkan atau siksaan tersebut mengakibatkan luka. Disamping pertanyaan 
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seperti tersebut pada kesempatan sidang berikutnya, penyidik yang memeriksa 
terdakwa dipanggil dalam sidang dan dijadikan saksi 
 
Secara formal majelis hakim akan bertanya kepada penyidik yang pada garis 
besarnya sebagai berikut: 
a.) apakah benar saudara yang memeriksa terdakwa pada waktu penyidikan? 
b.) apakah dahulu dalam memeriksa, saudara mempergunakan cara-cara menekan 
atau memaksa atau mengancam atau memukul atau meyiksa? 
c.) apakah berkas perkara penyidikan (berita acara penyidikan) sebelum 
ditandatangani oleh terdakwa sudah saudara bacakan terlebih dahulu? 
d.) apakah saudara di waktu menyuruh menandatangani berita acara penyidikan 
kepada terdakwa dengan cara menekan atau memaksa atau mengancam atau 
memukul atau menyiksa?    
 
Tentu saja penyidik akan memberi jawaban sebagai berikut : 
i) benar yang memeriksa diri terdakwa adalah saksi; 
ii) saksi dalam memeriksa tidak memaksa atau menekan atau mengancam atau 
memukul atau menyiksa terdakwa; 
iii) waktu terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan tidak 
dipaksa; 
iv) waktu terdakwa akan menandatangani berita acara terlebih dahulu dibacakan dan 
tidak menekan atau memaksa atau mengancam. 
 
Jawaban seperti tersebut diatas sudah pasti akan keluar dari penyidik. Karena 
secara rasio setiap orang akan mempunyai kecenderungan untuk membenarkan apa 
yang dilakukan. Juga tidak kalah pentingnya setiap orang akan mempunyai 
kecenderungan menjaga nama korps-nya. Namun demikian, seorang hakim tentu 
saja tidak boleh langsung percaya terhadap keterangan saksi verbalisan atau 
menolak keterangan yang diberikan tersebut. Ada beberapa kemungkinan yang 
dapat terjadi : 
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a. mungkin benar penyidik tidak melakukan penekanan atau pemaksaan atau 
mengancam atau menyiksa diri terdakwa; 
b. mungkin benar penyidik melakukannya; 
c. atau mungkin penyidik tidak melakukan tetapi anggota lain yang melakukan 
perbuaan tersebut. 
 
Terlepas dari praktek-praktek yang demikian, dengan kehadiran seorang 
penyidik dalam persidangan, hakim dapat mengorek latar belakang suatu perkara 
secara kronologis. Apakah sebelumnya sudah mencukupi alat-alat bukti permulaan, 
sebelum dilakukan penyidikan terhadap seseorang. Pada pokoknya dengan bertanya 
kepada penyidik, bisa diketahui secara lengkap, mulai dari laporan atau pengaduan 
tentang adanya tindak pidana (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003:48). 
 
Hakim perlu mengingat bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh 
kepolisian ada 2 tahap, yaitu penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan baru bisa 
dilakukan, sesudah dilakukan terlebih dahulu penyelidikan. Jika alat-alat bukti 
belum cukup sudah melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, maka jelas 
bahwa fungsi penyelidikan tidak difungsikan secara maksimal. Dari fakta-fakta 
tersebut maka bisa dipertimbangkan, apakah terdakwa di dalam mencabut 









Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka penulis dapat 
mengambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Peranan berita acara pemeriksaan penyidikan tidak lepas dari hubungannya 
dengan pembuktian dalam persidangan. Penyidikan merupakan langkah awal 
pemeriksaan, oleh karena itu dalam tahap penyelidikan dan penyidikan 
diharapkan bisa difungsikan secara maksimal. Sehingga hasil dari penyidikan 
yang dilakukan dapat digunakan dan berisi secara lengkap dan adanya cukup 
bukti untuk melanjutkan ke tingkat berikutnya. Berkas perkara dari penyidik 
digunakan sebagai dasar acuan bagi hakim untuk memulai memeriksa suatu 
perkara dalam persidangan. Selain itu pula berita acara penyidikan dapat 
dipergunakan untuk membantu menemukan bukti dipersidangan. Sedangkan 
dalam hubungannya antara berita acara penyidikan dengan keterangan yang 
diberikan oleh para saksi, yang mana mungkin terjadi perbedaan antara yang 
diucapkannya dalam persidangan dengan yang telah ada di berita acara 
penyidikan, maka hakim dapat menggunakan berita acara penyidikan menjadi 
bahan untuk mempertanyakan hal tersebut kepada saksi yang bersangkutan. 
Dengan melihat berita acara pemeriksaan penyidikan, hakim juga akan 
mengetahui sejauh mana perbedaan keterangan yang diberikan oleh saksi dan 
juga akan didapat pula alasan dari saksi tersebut. Peranan berita acara 
penyidikan bukan hanya sebagai bahan acuan pemeriksaan. Karena apabila 
dalam jalannya persidangan terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan berita 
acara yang dibuat oleh masing-masing piihak baik saksi maupun terdakwa dalam 
penyidikan, maka dapat digunakan pula untuk mengusut ataupun memperjelas 
hal-hal yang tidak sesuai tersebut. 
 
2. Permasalahan yang berkaitan dengan berita acara pemeriksaan penyidikan, yaitu: 
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a. Keterangan Saksi dalam Persidangan Berbeda dengan Berita Acara 
Pemeriksaan Penyidikan yang dibuat;  
Pada prinsipnya keterangan yang harus diberikan saksi di sidang pengadilan, 
sedapat mungkin sama atau sejalan dengan keterangan yang telah 
diberikannya pada berita acara penyidikan, namun mengenai saksi yang 
memberikan keterangan berbeda dengan yang ada di berita acara 
pemeriksaan penyidikan telah diatur dalam Pasal 163 KUHAP, yang 
memberi pedoman kepada ketua sidang tentang tata cara penertiban masalah 
perbedaan keterangan. Jika dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, seorang 
saksi memberi keterangan yang berbeda dengan yang telah diberikan dalam 
berita acara penyidikan, tata cara yang dapat ditempuh hakim yaitu : 
i) mengingatkan saksi akan perbedaan tersebut; hakim tidak dibenarkan 
berdiam diri jika dalam pemeriksaan di sidang pengadilan seorang saksi 
memberikan keterangan yang berbeda dengan apa yang tertera dalam 
berita acara penyidikan. Ketua sidang harus memperingatkan saksi akan 
perbedaan tersebut. 
ii) kalau ketua sidang telah memperingatkan saksi, tetapi pada keterangan 
yang diberikannya di persidangan, hakim meminta keterangan mengenai 
perbedaan antara kedua keterangan dimaksud. 
iii) kemudian keterangan dan alasan yang diberikan saksi, dicatat dalam 
berita acara pemeriksaan sidang. 
b. Saksi Palsu atau Sumpah Palsu; 
Dalam Pasal 174 KUHAP disebutkan apabila keterangan saksi yang 
diberikan di persidangan disangka palsu, ketua majelis hakim 
memperingatkan pada saksi bahwa saksi bisa diancam dengan Pasal 242 
KUHP. Apabila saksi tetap dalam keterangannya, hakim ketua sidang karena 
jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat 
memberi perintah supaya saksi tersebut ditahan untuk selanjutnya dituntut 
dengan dakwaan saksi palsu. Panitera segera membuat berita acara 
pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan 
alasan-alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu. Berita 
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acara tersebut ditanda tangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan 
segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut 
ketentuan undang-undang. 
c. Terdakwa Mencabut Keterangan Yang Diberikan Di Depan Penyidik; 
Dalam Pasal 189 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan terdakwa 
yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk menemukan bukti di 
sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh bukti yang sah sepanjang 
mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa di depan 
penyidik dimasukkan dalam keterangan terdakwa di luar persidangan. Suatu 
hal yang ironi dalam masalah ini, terdakwa sering menarik atau mencabut 
kembali keterangan pengakuan yang diberikan dalam pemerksaan 
penyidikan di sidang pengadilan. Hakim sebaiknya menjauhkan diri dari 
prasangka, tetapi tetap harus waspada terhadap kejadian tersebut. Hakim juga 
sebaiknya menguji dan menilai secara arif dan objektif alasan pencabutan 
yang dikemukakan. Selain itu pula hakim harus peka dengan segala situasi 
yang terjadi, dengan adanya pengalaman dan pengamatan dari berbagai 
peristiwa dalam persidangan. Hakim juga harus yakin bahwa memang benar 
terjadinya pencabutan keterangan terdakwa dikarenakan tindakan yang salah 
dalam  pemeriksaan penyidikan ataukah hanya alasan dari terdakwa saja. 
 
B. SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian, maka perlu diberikan saran sebagai berikut: 
1. Pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang nantinya untuk pembuatan berita 
acara pemeriksaan penyidikan, diharapkan bisa difungsikan secara maksimal.  
2. Perlu lebih adanya jaminan hak asasi manusia di dalam melakukan pemeriksaan 
penyidikan sehingga sedapat mungkin dihindari pemeriksaan terhadap terdakwa 
yang mengarah pada pengakuan, sedangkan untuk pemeriksaan terhadap para 
saksi sendiri perlu lebih diperhatikan tentang perlindungan hukum terhadap diri 
para saksi tersebut. 
3. Permasalahan yang timbul berkaitan dengan berita acara pemeriksaan 
penyidikan dalam persidangan dapat diminimalisir jika dalam proses 
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sebelumnya, yaitu penyelidikan, penyidikan, dan juga penuntutan dapat 
difungsikan secara maksimal, serta tidak memaksakan suatu berkas dilimpahkan 
ke pengadilan jika memang belum cukup bukti. 
4. Mengenai jalannya persidangan dan segala hal yang terjadi di dalamnya 
merupakan kewenangan bagi seorang hakim untuk memimpinnya, sehingga dari 
hakim dituntut kemampuan kecakapan hukum dan ketrampilan penguasaan yang 
matang akan seluk beluk dari pembuktian dan penilaian kekuatan pembuktian 
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